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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 

1. Gambaran Umum Kota Yogyakarta 

Kota Yogyakarta berkedudukan sebagai ibukota Propinsi DIY dan 

merupakan satu-satunya daerah yang berstatus Kota di samping 4 daerah lainnya 

yang berstatus Kabupaten. Kota Yogyakarta terletak ditengah-tengah Propinsi 

DIY. Secara geografis, Kota Yogyakarta terletak antara 110º24‟19” - 110º28‟53” 

Bujur Timur dan 07º15‟24” - 07º49‟26” Lintang Selatan. Wilayah kota 

Yogyakarta dibatasi oleh daerah-daerah seperti:  

•  Batas wilayah utara    : Kab.Sleman  

•  Batas wilayah selatan : Kab.Bantul  

•  Batas wilayah barat    : Kab.Bantul dan kab.Sleman  

•  Batas wilayah timur   : Kab.Bantul dan kab.Sleman 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1947 Kota Yogyakarta merupakan 

Kota Otonom, mempunyai luas wilayah 3.250 Ha atau 32,5 Km² yang berarti 

1,025% dari luas wilayah Propinsi DIY. Dengan demikian Kota Yogyakarta 

memiliki luas wilayah tersempit dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Dengan 

luas 3.250 hektar tersebut terbagi menjadi 14 Kecamatan, 45 Kelurahan, 614 

Rukun Warga (RW), dan 2.524 Rukun Tangga (RT) (Informasi Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta 2010). 
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Jumlah penduduk pada tahun 2010 sebanyak 457.668 jiwa yang terdiri dari 

227.766 laki-laki dan 229.902 perempuan dengan kepadatan penduduk 14.076 

orang/ Km². Jumlah penduduk pada tahun 2009 adalah 455.956 jiwa sehingga 

tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar 1.722 orang atau 0, 38%. Dalam sektor 

pembiayaan 2010 penerimaan pemerintah dari Pendapatan Daerah sebesar 

Rp.818.052.316.985 dan untuk Belanja Daerah Rp. 917.054.170.180 (Informasi 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta 2010). 

Kota Yogyakarta dipimpin oleh H. Herry Zudianto SE, Akt, MM – Drs. H. 

Haryadi Suyuti untuk periode 2006-2011. Pasangan ini dipilih langsung oleh 

rakyat (Pilkada) menjadi Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan Undang-

undang No. 32 Tahun 2004. Penetapan pasangan H. Herry Zudianto SE, Akt, MM 

– Drs. H. Haryadi Suyuti sebagai pasangan Walikota terpilih dituangkan dalam 

Keputusan KPUD Kota Yogyakarta Nomor 47/KEP/Tahun 2006 Tentang 

Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta 

Tahun 2006 (KPU, 2007: 160)  

Visi pemerintahan Kota Yogyakarta adalah “Kota Yogyakarta sebagai 

Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan 

Jasa yang Berwawasan Lingkungan”. Visi tersebut kemudian dijabarkan dalam 

Sembilan misi pembangunan yang hendak dicapai Kota Yogyakarta: (1) 

Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan, (2) 

Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata, Kota 

Budaya dan Kota Perjuangan, (3) Mewujudkan daya saing Kota Yogyakarta yang 
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unggul dalam pelayanan jasa, (4) Mewujudkan Kota Yogyakarta yang nyaman 

dan ramah lingkungan, (5) mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang 

bermoral, beretika, beradab dan berbudaya, (6) mewujudkan Kota Yogyakarta 

yang good governance (tata pemerintahan yang baik), clean government 

(pemerintahan yang bersih), berkeadilan, berdemokratis dan berlandaskan hukum, 

(7) mewujudkan Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai, (8) 

Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas, (9) 

mewujudkan Kota Yogyakarta Sehat (Informasi Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta 2010).  

 

2. Gambaran Umum Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Kota 

Yogyakarta 

Pemilu legislatif di Kota Yogyakarta pada tahun 2004 diikuti oleh 24 

partai. Pesta demokrasi yang diadakan lima tahun sekali ini menempatkan 40 

anggota legislatif terpilih DPRD Kota Yogyakarta untuk periode 2009-2014. Pada 

periode ini terjadi penambahan jumlah anggota DPRD, dimana periode 

sebelumnya (2004-2009) sebanyak 35 kursi, bertambah 5 kursi dan menjadi 40 

kursi untuk periode 2009-2014.  

Komposisi anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 2009-2014 

didominasi oleh partai PDI-P sebagai partai politik urutan pertama dalam 

perolehan suara. Pada urutan kedua adalah Partai Demokrat, lebih lanjut dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 9 

Komposisi Perolehan Kursi dan Fraksi di DPRD Kota Yogyakarta2009-2014 

No Partai Perolehan 

Kursi 

Fraksi 

1. PDI-P 11 Partai Demokrasi 

Indonesia Perjuangan 2. Gerakan Indonesia Raya 2 

3. Partai Demokrat 10 Partai Demokrat 

4. Partai Amanat Nasional 5  

Partai Amanat Nasional 5. Partai Persatuan 

Pembangunan  

2 

6. Partai Keadilan Sejahtera 5 Partai keadilan 

Sejahtera 

7. Partai Golkar 5 Partai Golkar 

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta 2011 

Untuk memaksimalkan fungsi legislasi, penganggaran serta pengawasan terhadap 

penyelenggaraan pemerintahan daerah maka DPRD Kota Yogyakarta membentuk 

4 komisi yaitu: 

1. Komisi A : bidang pemerintahan  

2. Komisi B : bidang perekonomian 

3. Komisi C : bidang pembangunan 

4. Komisi D : bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat (www.dprd-

jogjakota.go.id) 
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3. Gambaran Umum Partai Politik 

a. Partai Amanat Nasional 

Partai politik memiliki posisi penting dalam sebuah negara demokrasi. 

Kehidupan partai politik di suatu negara demokrasi mencerminkan bagaimana 

kondisi kehidupan di negara tersebut. Partai Amanat Nasional (PAN) adalah partai 

yang lahir dari semangat anti tesis segala penyelewengan kekuasaan masa lalu.  

Pada masa-masa yang menentukan sepanjang kurun waktu 1998-2010 

PAN telah memberikan sumbangsih yang berarti bagi bangsa Indonesia. PAN 

sebagai partai ideologis yang memiliki kekuatan gagasan reformasi di masa lalu 

adalah modal yang dapat dijadikan partai ini memiliki masa depan, sebagai partai 

kader dan partai massa. Telah mengalami kristalisasi berbagai gagasan penting, 

pembangunan karakter dan nilai-nilai perjuangan partai (www.pan.or.id/sejarah). 

Kelahiran Partai Amanat Nasional (PAN) dibidani oleh Majelis Amanat 

Rakyat (MARA), salah satu organ gerakan reformasi pada era pemerintahan 

Soeharto. PAN dideklarasasikan di Jakarta pada 23 Agustus, 1998 oleh 50 tokoh 

nasional, di antaranya Prof. Dr. H. Amien Rais, Faisal Basri MA, Ir. M. Hatta 

Rajasa, Goenawan Mohammad, Dr. Rizal Ramli, Dr. Albert Hasibuan, Toety 

Heraty, Prof. Dr. Emil Salim, A.M. Fatwa, Zoemrotin, dan lainnya 

(www.pan.or.id/sejarah).  

Sebelumnya pada pertemuan tanggal 5-6 Agustus 1998 di Bogor, mereka 

sepakat membentuk Partai Amanat Bangsa (PAB) yang kemudian berubah nama 

menjadi Partai Amanat Nasional (PAN). PAN bertujuan menjunjung tinggi dan 

menegakkan kedaulatan rakyat, keadilan, kemajuan material dan spiritual. Cita-



108 
 

cita partai berakar pada moral agama, kemanusiaan, dan kemajemukan. 

Selebihnya PAN menganut prinsip nonsektarian dan nondiskriminatif untuk 

terwujudnya Indonesia baru. Titik sentral dialog adalah keadilan dalam mengelola 

sumber daya sehingga rakyat seluruh Indonesia dapat benar-benar merasakan 

sebagai warga bangsa (www.pan.or.id/sejarah).  

PAN mempunyai platform: 

1) Azas : ahlak politik berlandaskan agama yang membawa rahmat bagi sekalian 

alam.  

2) Identitas : PAN adalah partai politik yang menjadikan agama sebagai landasan 

moral dan etika berbangsa dan bernegara yang menghargai harkat dan 

martabat manusia serta kemajemukan dalam memperjuangkan kedaulatan 

rakyat, keadilan sosial, dan kehidupan bangsa yang lebih baik untuk 

mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang makmur, maju, mandiri dan 

bermartabat.  

3) Sifat : PAN adalah partai yang terbuka bagi warga negara Indonesia, laki-laki 

dan perempuan yang berasal dari berbagai pemikiran, latar belakang etnis 

maupun agama, dan mandiri. 

4) Visi : Terwujudnya PAN sebagai partai politik terdepan dalam mewujudkan 

masyarakat madani yang adil dan makmur, pemerintahan yang baik dan bersih 

di dalam negara Indonesia yang demokratis dan berdaulat, serta diridhoi Allah 

SWT, Tuhan Yang Maha Esa.  

5) Misi : mewujudkan kader yang berkualitas; mewujudkan PAN sebagai partai 

yang dekat dan membela rakyat, mewujudkan PAN sebagai partai yang 
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modern berdasarkan sistem dan manajemen yang unggul serta budaya bangsa 

yang luhur; mewujudkan Indonesia baru yang demokratis, makmur, maju, 

mandiri dan bermartabat; mewujudkan tata pemerintahan Indonesia yang baik 

dan bersih, yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 

darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan 

kehidupan bangsa; mewujudkan negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, 

bermartabat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, serta dihormati dalam 

pergaulan internasional.  

6) Garis Perjuangan Partai : partai dan pemenangan pemilu; perkaderan yang 

handal; partai yang dicintai rakyat; membangun organisasi PAN yang modern. 

Dalam kepengurusan yang baru, prinsif pengelolaan partai yang dipegang 

adalah melanjutkan yang baik, memperbaiki yang buruk serta selalu mencari 

cara untuk selalu lebih baik. Dengan bertekad memenangkan Pemilu 2014 

dengan target double digit adalah hasil yang harus dicapai pada kepengurusan 

kali ini, tentunya dengan kerja keras bersama. Pada kepengurusan DPP PAN 

periode 2010-2015 dengan struktur kepengurusan yaitu : Badan Pembinaan 

Organisasi dan Keanggotaan, Badan Komunikasi Politik, Badan Litbang, 

Badan Advokasi, Badan Perkaderan, Badan Luar Negeri, Badan Perempuan, 

Badan Kebijakkan Publik, Bakokal, Badan Ekonomi dan Bappilu. Pada 

Bappilu telah terjadi perubahan paradigma dalam struktur kepengurusan, 

dengan dibentuknya Badan Pembinaan dan Pemenangan Pemilu (Bappilu) 

berdasarkan kewilayahan, agar lebih terfokus untuk menangani langsung 
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kewilayahan partai dalam rangka pembinaan partai dan pemenangan partai 

(www.pan.or.id/visi misi).  

PAN memperoleh 5 kursi dalam DPRD Kota Yogyakarta periode 

2009-2014. Berikut ini adalah nama dan profil singkatnya. 

Tabel 10 

       Susunan dan Keanggotaan Kader PAN  DPRD Kota Yogyakarta 2009-2014 

No Nama Jabatan 

1. Agung Damar Kusumandaru, 

S.E 

 Wakil Ketua DPRD 

 Wakil Ketua Badan 

Musyawarah 

 Anggota Badan Anggaran 

2. H.M Fursan, S.E  Ketua Fraksi PAN 

 Wakil Ketua Badan Anggaran 

 Anggota Badan Kehormatan 

 Anggota komisi C 

3. Rifki Listianto, S. Si  Wakil Ketua Fraksi PAN 

 Anggota Komisi B 

 Anggota Badan Anggaran 

4. M. Ali Fahmi, S.E  Sekretaris Fraksi PAN 

 Wakil Ketua Komisi D 

 Anggota Badan Musyawarah 

 Anggota Badan Legislasi 

5. Zulnasri  Anggota Fraksi PAN 

 Ketua Badan Legislasi 

 Anggota komisi A 

             Sumber: Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta 2011 

  

 

http://www.pan.or.id/visi
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b. Partai Golkar 

Asal-usul partai ini berawal dari berbagai kelompok fungsional yang 

didirikan oleh  militer dan bertujuan untuk mengawasi dan mengimbangi kekuatan 

PKI yang terus tumbuh selama kekuasaan Soekarno. Sempat tidak aktif selama 3 

tahun, karena pergolakan politik 1965, dibawah perintah Soeharto dan para 

jenderal lainnya, kelompok fungsional ini diaktifkan kembali dan digabung dalam 

Sekber Golkar (Sekretaris Bersama Golongan Karya). Sekber ini terdiri dari: 

1. Koperasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO) 

2. Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) 

3. Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) 

4. Organisasi Profesi 

5. Ormas Pertahanan Keamanan (HANKAM) 

6. Gerakan Karya Rakyat Indonesia (GAKARI) 

7. Gerakan Pembangunan  

Untuk selanjutnya Golkar menjadi partai pemerintah yang pernah mendominasi 

panggung politik selama masa Orde Baru dan terus bertahan sampai sekarang 

(www.golkar.or.id/sejarah). 

Pasca reformasi, Golkar melakukan pembaharuan. Pembaharuan ini 

dimaksudkan untuk meluruskan sejumlah kekeliruan lama dan juga diarahkan 

untuk mewujudkan partai yang mandiri, demokratis solid dan responsif. Untuk itu 

Golkar mengelurkan paradigma baru kepartaian. Dengan paradigma baru maka 

Partai GOLKAR diharapkan menjadi Partai politik yang modern dalam 

pengertiannya yang sebenarnya. Yakni, tidak lagi sebagai “partainya penguasa” 
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(the ruler’s party) yang hanya menjadi mesin Pemilu atau alat politik untuk 

melegitimasi kekuasaan sebagaimana dalam paradigma lama. 

Visi Partai Golkar adalah berjuang demi terwujudnya Indonesia baru yang 

maju modern, bersatu, damai, adil dan makmur dengan masyarakat yang beriman 

dan bertaqwa, berahlak baik, menjunjung tinggi hak asasi manusia, cinta tanah air, 

demokratis, dan adil dalam tatanan masyarakat madani yang mandiri, terbuka, 

egaliter, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan 

teknologi, memiliki etos kerja dan semangat kekaryaan, serta disiplin yang tinggi 

(www.golkar.or.id/visimisi). 

Dalam rangka membawa misi mulia tersebut, Partai Golkar melaksanakan 

fungsi-fungsi sebagai sebuah partai politik modern, yaitu: Pertama, mempertegas 

komitmen untuk menyerap, memadukan, mengartikulasikan, dan 

memperjuangkan aspirasi serta kepentingan rakyat sehingga menjadi kebijakan 

politik yang bersifat publik. Kedua, melakukan rekruitmen kader-kader yang 

berkualitas melalui sistem prestasi (merit system) untuk dapat dipilih oleh rakyat 

menduduki posisi-posisi politik atau jabatan-jabatan publik. Dengan posisi atau 

jabatan politik ini maka para kader dapat mengontrol atau mempengaruhi jalannya 

pemerintahan untuk diabdikan sepenuhnya bagi kepentingan dan kesejahteraan 

rakyat Ketiga, meningkatkan proses pendidikan dan komunikasi politik yang 

dialogis dan partisipatif, yaitu membuka diri terhadap berbagai pikiran, aspirasi, 

dan kesejahteraan masyarakat (www.golkar.or.id/visimisi). 

Platform Partai GOLKAR bepijak pada landasan tetap tegaknya Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 
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Dasar 1945. Sebagai konsekuensi dari pijakan ini maka Partai GOLKAR 

bewawasan kebangsaan, yaitu suatu wawasan bahwa bangsa Indonesia adalah satu 

dan menyatu. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang yang mengatasi 

golongan dan kelompok baik golongan atau kelompok atas dasar agama, suku, 

etnis, maupun budaya. Kemajemukan atau pluralisme tidak dipandang sebagai 

kelemahan atau beban, melainkan justru sebagai potensi atau kekuatan yang harus 

dihimpun secara sinergis dan dikembangkannya sehingga menjadi kekuatan 

nasional yang kuat dan besar. Dengan platform ini maka Partai GOLKAR terbuka 

bagi semua golongan dan lapisan masyarakat tanpa membedakan latar belakang 

etnis, suku, budaya, bahasa, agama, dan status sosial ekonomi. Keterbukaan Partai 

GOLKAR diwujudkan secara sejati, baik dalam penerimaan anggota maupun 

dalam rekrutmen kader untuk kepengurusan dan penempatan pada posisi-posisi 

politik (www.golkar.or.id/platform). 
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Golkar memperoleh 5 kursi dalam DPRD Kota Yogyakarta periode 2009-

2014. Berikut ini adalah nama dan profil singkatnya. 

Tabel 11 

      Susunan dan Keanggotaan Kader Golkar  DPRD Kota Yogyakarta 2009-2014 

No Nama Jabatan 

1. Augusnur, S.H.,S.IP  Ketua Fraksi Golkar 

 Wakil Ketua II Komisi A 

 Anggota Badan Musyawarah  

2. Bambang Seno Baskoro, S. T  Wakil ketua Fraksi Golkar 

 Wakil Ketua Komisi C 

 Anggota Badan Legislasi dan 

Anggaran  

3. Dra. Sri Retnowati  Sekretaris Fraksi Golkar 

 Anggota Komisi B 

 Anggota Badan Anggaran 

4. Fatchiyatul Fitri, S. H  Anggota Fraksi Golkar 

 Wakil Ketua I Badan Legislasi 

 Anggota Komisi D 

 Anggota Badan Anggaran 

5. R. Bagus Sumbarja  Anggota Fraksi Golkar 

 Wakil Ketua II Komisi B 

 Anggota Badan Kehormatan 

       Sumber: Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta 2011 
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B.  Deskripsi Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1.  Deskripsi Hasil Penelitian 

Penelitian ini mengambil empat lembaga (pemerintah Kota Yogyakarta, 

DPRD Kota Yogyakarta, DPD Partai PAN dan DPW Partai Golkar). Metode yang 

dilakukan dalam pengambilan data adalah dengan teknik wawancara dan 

dokumentasi. Wawancara dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara 

tidak tersruktur, peneliti hanya membuat pertanyaan-pertanyaan utama sebagai 

pedoman kemudian pertanyaan tersebut dikembangkan sendiri oleh peneliti pada 

saat wawancara.  

Dari 8 subjek penelitian tersebut meliputi Wakil Walikota Yogyakarta, 

Ketua DPRD Kota Yogyakarta dan beberapa anggota DPRD yang menjadi 

perwakilan dari masing-masing fraksi PAN dan Golkar. Metode ini digunakan 

untuk memperoleh data yang dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian 

ini. Sebelum memaparkan lebih lanjut hasil penelitian, terlebih dahulu akan 

disajikan data mengenai identitas subjek penelitian. Identitas dalam penelitian ini 

meliputi, nama responden, jabatan dalam DPRD, jabatan dalam fraksi, dan jabatan 

dalam komisi. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 12. 
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Tabel 12 

Identitas Subjek Penelitian Berdasarkan Jabatan dalam DPRD, Jabatan dalam 

Fraksi, Jabatan dalam Komisi, DPRD Kota Yogyakarta 

No Nama Jabatan dalam DPRD Jabatan lain 

1.  

Drs H.Hariyadi Suyuti 

 

------------ 

Wakil Walikota Kota 

Yogyakarta  

(2006-2011) 

 

2. 

 

Arif Noor Hartanto, 

S.IP 

 Ketua DPRD 

 (2004-2009) 

 Ketua Panitia 

Musyawarah 

 Ketua Panitia Anggaran 

Anggota Fraksi PAN 

 

 

3. 

 

Agung Damar 

kusumandaru, S.E 

 Wakil Ketua DPRD 

 (2009-2014) 

 Wakil Ketua Badan 

Musyawarah 

 Anggota Badan 

Anggaran 

Anggota Fraksi PAN 

 

4.  

 

Rifki Listianto, S.Si 

 Anggota Komisi B 

 Anggota Badan 

Anggaran 

Wakil Ketua Fraksi 

PAN (2009-2014) 

 

5. 

 

M. Ali Fahmi, S.E 

 Wakil Ketua I Komisi 

D 

 Anggota Badan 

Musyawarah 

 Anggota Badan 

Legislasi 

Sekretaris Fraksi PAN 

(2009-2014) 

6. Muhamad Sofyan  

----------- 

Ketua DPD PAN Kota 

Yogyakarta 2004-2009 

 

7. 

 

Drs. Suhartono 

 Ketua komisi III 

 Anggota Panitia 

Musyawarah 

 Anggota Fraksi 

Golkar 2004-2009 

 Ketua DPW Golkar 

Kota Yogyakarta 

2005-2010 

 

 

8. 

 

 

Augusnur, S.H., S.IP 

 

 Wakil II Komisi A 

 Angota Badan 

Musyawarah 

 Ketua Fraksi 

Golkar (2009-2014) 

 Sekretaris DPW 

Golkar Kota 

Yogyakarta 2005-

2010 

 Ketua DPW Golkar 

Kota Yogyakarta 

(2010-2015) 

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta 2011 
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a. Ideologi dan Platform Kepartaian PAN dan Golkar 

Sejarah pembentukan Partai PAN sangat terkait dengan kehadiran Amien 

Rais. Dimana diketahui bersama bahwa Amien Rais pernah menjabat sebagai 

Ketua Umum Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah salah satu organisasi Islam 

terbesar yang memiliki jutaan pengikut. Secara resmi tidak ada hubungan 

struktural antara Muhammadiyah dengan PAN. Walaupun demikian, 

Muhammadiyah mengizinkan anggotanya untuk masuk dalam dunia perpolitikan.  

Dalam AD/ART PAN tahun 2010, dinyatakan bahwa:  

1. Pasal 4 Ayat 1: Partai Amanat Nasional berdasarkan Pancasila 

2. Pasal 4 Ayat 2: Partai Amanat Nasional berasaskan akhlak politik 

berlandaskan agama yang membawa rahmat bagi sekian alam 

3. Pasal 5: PAN bersifat terbuka dan mandiri 

Sedangkan untuk Partai Golkar, ideologi yang dianut dapat ditelusuri 

dalam AD/ART Golkar Pasal 5 bahwa :Partai Golkar berasaskan Pancasila dan 

dalam Pasal 6 menyatakan bahwa; “Partai Golkar bersifat mandiri, terbuka, 

demokratis, moderat, solid, mengakar, responsif, majemuk, egaliter, serta 

beorientasi pada karya dan kekaryaan”. Mengacu kepada AD/ART, bahwa kedua 

partai ini (PAN dan Golkar) menganut prinsip nonsektarian dan nondiskriminatif. 

Partai yang terbuka bagi warga negara Indonesia, yang berasal dari berbagai 

pemikiran, latar belakang etnis maupun agama, dan bersifat mandiri.  

Dilihat dari platform politik, kedua partai ini hampir memiliki platform 

politik yang sama. Hal ini dapat dilihat dari tujuan dan prinsip dasar perjuangan 

partai. Baik PAN maupun Golkar menjadikan Pancasila sebagai asas partai. Oleh 
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karena itu, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan pijakan partai 

dalam mengembangkan program kerjanya. Partai PAN didirikan dengan satu 

tujuan, yaitu mewujudkan Indonesia baru yang menjunjung tinggi dan 

menegakkan nilai-nilai iman dan takwa, kedaulatan rakyat, keadilan sosial, 

kemakmuran dan kesejahteraan dalam wadah Negara Repulik Indonesia.  

Sedangkan Partai Golkar bertujuan: 

1. Mempertahankan dan mengamalkan Pancasila serta menegakkan UUD 1945 

2. Mewujudkan cita-cita bangsa sebagai mana dimaksud dalam pembukaan UUD 

1945 

3. Menciptakan masyarakat adil dan makmur, merat material dan spiritual 

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia 

4. Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan 

demokratis, yang menjunjung tinggi dan menghormati kebenaran, keadilan, 

hukum, dan hak asasi manusia (Pasal 7 AD/ART Partai Golkar tahun 2009) 

 

Walaupun secara formal kedua partai ini memiliki kesamaan, akan tetapi melihat 

realitas dan perkembangannya, kedua partai ini memiliki perbedaan terutama 

dalam konsituen. Karena kelahiran PAN tidak bisa dilepaskan dari organisasi 

Muhammadiyah maka partai ini beranggotakan kaum muslim dan Golkar lebih 

bersifat terbuka. Hal ini sesuai dengan peryataan Kuskrido Ambardi (2009: 183) 

mengenai penggolongan ideologi partai, bahwa Golkar berideologi sekuler, 

nasionalis sedangkan PAN adalah partai pluralis, berbasis muslim. 
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b. Efektifitas Koalisi Partai PAN Dan Golkar Dalam Pilkada Kota 

Yogyakarta 2006  

Pilkada Kota Yogyakarta diikuti oleh dua pasangan calon Walikota-Wakil 

Walikota. Pertama dari calon incumbent yaitu, H. Herry Zudianto SE, Akt, M.M 

berpasangan dengan Drs. H. Haryadi Suyuti yang dicalonkan oleh Koalisi Rakyat 

Jogja (PAN, Golkar, Partai Demokrat) dan dr. Med. Dr. Widhiharto P, SpFK – H. 

M. Syukri fadholi, S.H yang diusung Koalisi Merah Putih  (PDIP, PKS, PPP).  

Pemungutan suara yang dilaksanakan pada 26 November 2006 

menyatakan bahwa H. Herry Zudianto SE, Akt, MM dan Drs. H. Haryadi Suyuti 

memperoleh 111.700 suara dan dr. Med. Dr. Widhiharto P, SpFK – H. M. Syukri 

fadholi, S.H dengan 69.884 suara. Dengan demikian pasangan dari Koalisi Rakyat 

Jogja memenangkan Pilkada dan menduduki jabatan Walikota dan Wakil 

Walikota kota Yogyakarta untuk periode 2006-2011. 

 

1) Latar Belakang Terbentuknya Koalisi Partai PAN Dan Golkar 

Pengusung Pasangan Herry Zudianto Dan Haryadi Suyuti 

Secara resmi deklarasi pengukuhan pasangan Herry Zudianto dan Haryadi 

Suyuti dilakukan pada tanggal 11 mei 2006. Deklarasi ini dilakukan di tepian Kali 

Code, Prawirodirjan. Dalam deklarasi tersebut juga dinyatakan secara resmi 

penggabungan antara Koalisi Rakyat Jogja/KRJ yang terdiri dari PAN, Golkar dan 

Partai Demokrat dengan Koalisi Pelangi Mataram yang terdiri dari Partai 

Marhaenisme, Partai Pelopor, Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK), 

Partai Persatuan Daerah (PPD), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), 

Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD) Partai Patriot Pancasila dan Partai Damai 
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Sejahtera (PDS). Koalisi Rakyat Jogja adalah koalisi yang bangun oleh partai-

partai yang mempunyai kursi di DPRD Kota Yogyakarta, sedangkan Koalisi 

Pelangi Mataram adalah Koalisi partai non-parlemen. Untuk selanjutnya 

penggabungan antara Koalisi Rakyat Jogja dengan Koalisi Pelangi Mataram 

dinamai dengan Koalisi kerja.  

Di awal pelaksanaan Pilkada langsung  kota Yogyakarta sempat terjadi 

beberapa hambatan; Pertama, belum ada  kepastian kapan akan digelar karena di 

wilayah DIY khususnya di Bantul, Kota dan Sleman sedang mengalami musibah 

bencana alam gempa bumi. Kedua: belum ada kejelasan pasangan calon yang 

akan diusung Koalisi Merah Putih  (PDIP, PKS, PPP) untuk menandingi calon 

incumbent Herry Zudianto - Haryadi Suyuti. Jika  sampai  batas  akhir masa  

pendaftaran  calon  ternyata  belum ada pasangan lain yang diusung Koalisi Merah 

Putih (KMP) maupun Koalisi Jogja Bersatu (KJB), sangat besar kemungkinan  

bahwa Herry-Haryadi yang diusung KRJ akan menjadi calon tunggal dalam  

Pilkada kota Yogyakarta. Padahal, PP No 6 Tahun 2005 tidak memungkinkan  

adanya calon tunggal. Karena  itu  pelaksanaan  Pilkada  harus  ditunda lagi.  

Dalam Pilkada Kota Yogyakarta 2006, Partai PAN yang notabene 

memiliki kader sekelas Herry Zudianto (incumbent) sangat diunggulkan bisa 

memenangkan Pilkada tanpa harus berkoalisi dengan partai manapun ditambah 

lagi ketika itu PAN telah mampu memenuhi persyaratan Pasal 59 ayat 2 Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan; 

pasangan calon peserta Pilkada harus didaftarkan oleh partai politik (parpol) atau 

gabungan parpol yang minimal memiliki 15 persen dari jumlah kursi DPRD atau 
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15 persen dari jumlah perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD di daerah 

itu. Pada periode 2004-2009 PAN memiliki 9 kursi (25%) dari total 35 Kursi di 

DPRD Kota Yogyakarta. Hal ini diungkapkan oleh M.  Sofyan  yang pada waktu 

itu menjabat menjadi Ketua DPD PAN Kota: 

Sebetulnya PAN sangat percaya diri dapat memenangkan Pilkada ini. 

Dengan sosok Pak Herry yang memiliki prestasi. Akan tetapi untuk 

membangun kota ini kita butuh mitra atau teman dan ingin mendapatkan 

pendukung yang se visi. Waktu itu kemudian datang dari Partai Demokrat 

dan partai-partai lain. Dengan partai-partai lain seperti PKS, PDI-P 

awalnya tahapan-tahapan komunikasi politik sudah kami lakukan semua 

tapi kemudian di akhir mengkristal menjadi dua kubu dari kesepahaman 

yang sama (mengelompok sendiri-sendiri). Hingga pada akhir yang tidak 

sepaham dengan kita jalan sendiri-sendiri 

 

Hal serupa diungkapkan oleh Arif Noor Hartanto, S. IP (ketua DPRD Kota Jogja 

periode 2004-2009/dari anggota fraksi PAN): 

Koalisi ini dibangun untuk pemenangan Pilkada tetapi juga untuk 

memperoleh dukungan partai lain diparlemen,walaupun kalau keinginan 

kami hanya untuk pemenangan, kami pasti menang. Disini PAN 

membutuhkan dukungan dari partai lain tentunya. Jadi semisal partai lain 

bersedia koalisi ya harus mau duduk sebagai Wakil Walikota, kalau tidak 

bersedia silahkan mengajukan calon sendiri.  

 

Posisi PAN yang begitu unggul dalam konstelasi politik waktu itu juga diakui 

oleh partai mitra koalisi, Partai Golkar. Melalui Agusnur, S. H., S. IP sekarang 

menjabat sebagai ketua fraksi Partai Golkar DPRD Kota Jogja (pada 2006 beliu 

menjabat sebagai sekretaris DPW Golkar Kota Jogja) menyatakan: 

Hampir semua partai sudah menyatakan kekalahannya dulu sebelum 

bertarung, PAN memiliki Herry Zudianto sebagai incumbent, ini 

menguntungkan mereka. Kalau kami ngotot maju, mencalonkan Jogja I 

(sebutan untuk jabatan Walikota) hanya akan menghamburkan tenaga saja. 

Oleh karena itu, Golkar merasa harus mendukung Pak Herry, karena beliu 

telah membuktikan dengan prestasi-prestasi. 
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Dalam pembentukan koalisi ini, Partai PAN mempunyai bargaining position yang 

tinggi, karena PAN memiliki kader yang berkualitas yaitu Herry Zudianto. Selain 

itu posisi untuk menempatkan Herry Zudianto sebagai calon Walikota juga harga 

mati. Oleh karena itu yang dibutuhkan oleh PAN adalah mencari pasangan (calon 

Wakil Walikota) untuk maju bersama Herry Zudianto selain itu juga mencari 

dukungan dari partai-partai yang memiliki kursi di DPRD agar berbagai kebijakan 

baik Perda maupun non Perda mendapat persetujuan dan dukungan. Senada 

dengan pernyataan tersebut, Drs. Suhartono, S.T (menjabat sebagai ketua fraksi 

Golkar DPRD Kota Yogyakarta periode 2004-2009 dan Ketua DPW Partai Golkar 

Kota Yogyakarta periode 2005-2010) menyatakan:  

Walaupun PAN lebih hijau (Islam) akan adanya kesamaan visi dan misi 

dalam membangun kota menjadikan kita bersedia berkoalisi dengan PAN. 

Terlebih adanya sosok Pak Herry yang mampu bekerja dengan baik. 

Disamping itu kami juga memiliki kader yang siap untuk mendampingi 

Pak Herry.  

 

Nantinya siapapun yang akan menjadi pasangan Herry Zudianto untuk 

maju dalam Pilkada banyak analisis yang memprediksi Herry Zudianto akan 

menang. Hal ini tidak lantas PAN sembarangan dalam memilih pendamping Herry 

Zudianto. PAN mempunyai sistem penjaringan yang sangat ketat dan selektif. 

Proses lamaran politik ke arah ini tidak mudah. Pihak Partai PAN yang 

mengusung Herry Zudianto pastilah memasang “tarif politik” tinggi atau deal-deal 

khusus yang tidak bisa begitu saja dipenuhi dengan mudah. Hal ini seperti yang 

diungkapkan oleh M. Sofyan: 

PAN ketika itu, tidak lantas gegabah, akan tetapi kami terbuka. Semua 

orang boleh mencalonkan sebagai wakilnya Pak Herry. Boleh dari partai, 

pengusaha, birokrat, ataupun dari akademisi. Tetapi Pak Herry 

menyatakan akan lebih suka dipasangkan dengan tokoh dari non-partai, 
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dan menyerahkan sepenuhnya kepada partai untuk mengadakan seleksi. 

Seleksi itu diikuti oleh banyak calon, tapi saya lupa siapa saja yang pasti 

dari seluruh calon terjaring 3 besar salah satunya pak Hariyadi Sayuti”. 

Penjaringan yang kami lakukan bertahap, pertama dari persyaratan 

administrasi, kedua kami haru melihat track record nya, dan ketiga 

penyampaian misi dan misi untuk pembangunan jogja kedepan”. Hariyadi 

terpilih sebagai calon wakil wali kota mengalahkan calon lainnya karena 

memperoleh nilai paling tinggi dalam penjaringan calon oleh PAN dan 

Golkar. Ia juga dinilai berwawasan luas serta memiliki visi dan misi yang 

jelas dibanding lainnya, kami sepakat secara aklamasi memilih Haryadi 

sebagai calon Wakil Walikota untuk mendampingi Herry. Hariyadi terpilih 

sebagai calon Wakil Walikota mengalahkan calon lainnya karena 

memperoleh nilai paling tinggi dalam penjaringan calon oleh PAN dan 

Golkar. Ia juga dinilai berwawasan luas serta memiliki visi dan misi yang 

jelas dibanding lainnya. 

 

Dengan adanya mekanisme penjaringan seperti ini berarti PAN tetap 

mengedepankan kualitas tokoh-tokoh yang nantinya dapat bekerja sama 

membangun Kota Yogyakarta bersama dengan Herry Zudianto.  

Keikutsertaan Golkar dalam Koalisi Rakyat Mataram, berarti partai ini 

tidak bisa menempatkan kadernya sebagai calon Walikota, karena jabatan yang 

tersisa adalah jabatan calon Wakil Walikota. Walaupun demikian Golkar juga 

tidak lantas sembarang dalam melakukan penjaringan. Partai Golkar memiliki 

mekanisme internal sendiri untuk menyeleksi para kader-kadernya. Dari seleksi 

internal yang dijalankan, Partai Golkar berhasil mendapatkan tiga bakal calon 

(Balon) Wakil Walikota. Ketiga bakal calon tersebut adalah Hariyadi Suyuti, 

Bapak Manzad, dan dr.Gideon. Dari ketiga bakal calon tersebut, kemudian 

mengikuti tahapan-tahapan penjaringan yang disepakati Partai PAN dan Golkar. 

Adapun tahapan proses yang dilakukan dalam menjaring dan menseleksi ketiga 

bakal calon Wakil Walikota meliputi empat hal. Pertama, proses penjaringan 
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nama-nama kandidat yang akan diusung dalam Pilkada. Kedua, melakukan 

verifikasi terhadap nama-nama kandidat yang dinominasikan akan maju dalam 

proses Pilkada. Ketiga, penyampaian visi dan misi oleh nama-nama kandidat yang 

telah dinominasikan, dihapadan panelis yang terdiri dari perwakilan Partai PAN, 

Golkar, dan akademisi. Keempat, penentuan nama kandidat yang akan 

berpasangan dengan Herry Zudianto untuk diajukan ke KPUD. Setelah melalui 

penyeleksian dan penjaringan terpilihlah Hariyadi Suyuti untuk mendampingi 

Herry Zudianto maju sebagai calon Walikota dan calon Wakil Walikota. 

Mengenai keterpilihan Hariyadi Suyuti sebagai calon Wakil Walikota, beliu 

menyatakan: 

Rasa kecintaan pada Jogja dan dorongan dari beberapa kawan-kawan 

akhirnya saya bersedia untuk maju dalam Pilkada 2006 mendampingi pak 

Herry. Kedua belah pihak saling membutuhkan, Golkar butuh saya dan 

saya butuh Golkar. 

 

Kepastian pasangan ini disampaikan oleh Ketua DPD PAN Kota Yogyakarta M. 

Sofyan bersama dengan Ketua DPD Partai Golkar Kota Yogyakarta Suhartono, 

dan Koordinator Koalisi Pelangi Mataram (KPM) Soedjono dalam jumpa pers 

terbatas di kediaman Herry Zudianto, Umbulharjo, Yogyakarta pada 11 Mei 2006. 

M. Sofyan menambahkan, gabungan perolehan suara dalam pemilu legislatif 2004 

lalu oleh PAN, Golkar, dan KRJ (Koalisi Rakyat Jogja) ini mencapai 50 persen 

lebih. Karena itu, ia optimistis bisa mengumpulkan suara sejumlah itu atau bahkan 

lebih banyak dalam Pilkada nanti karena itu koalisi KRJ masih terbuka bagi partai 

lain. Dan menjelang pelaksanaan Pilkada, Partai Demokrat akhirnya merapat 

untuk berkoalisi mendukung pencalonan Herry Zudianto. Dalam hal dukungan 

Koalisi dari Partai Demokrat, partai ini terpecah menjadi dua kubu, yaitu partai 
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Demokrat dengan Ketua versi Mirwan. Dalam kubu Mirwan ini, Partai Demokrat 

mendukung Koalisi Rakyat Jogja pengusung Herry Zudianto dan Partai Demokrat 

dengan Ketua versi Setya Wibrata, pengusung pasangan Endang Darmawan dan 

F. Setya Wibrata yang didukung oleh partai PSI, PBB, PKB, PBR, PKPB, Partai 

Merdeka, dan PPDI. Walaupun pada akhirnya pasangan Endang Darmawan dan F. 

Setya Wibrata tidak maju dalam Pilkada 2006 Kota Yogyakarta karena terkendala 

masalah administrasi.  

Mengenai aturan-aturan atau etika dalam Koalisi Rakyat Jogja (KRJ), M. 

Sofyan (PAN) mengungkapkan: 

Koalisi ini belum mengenal adanya SekBer, sebagaimana koalisi di tingkat 

pusat sekarang ini. Dulu (Pilkada 2006) hanya sebatas komitmen saja, 

itupun tidak dituangkan dalam bentuk perjanjian atau kontrak politik. Ya, 

sebatas komitmen mengusung pak Herry sebagai Walikota. Pertemuan-

pertemuan rutin kita lakukan dalam mempersiapkan strategi kampanye. 

Setelah kampanye selesai dan Pak herry dilantik partai-partai koalisi tidak 

lagi duduk dalam sekretariat koalisi, bisa dikatakan bubar. Dan partai 

kemudian sibuk dengan agendanya sendiri-sendiri   

Senada dengan hal tersebut, Drs. Suhartono, S.T (Golkar) menyatakan 

Yang saya ketahui Koalisi KRJ tidak ada kontrak politik dan tidak pernah 

dibuat. Kami dari Golkar menyatakan untuk berkoalisi karena ada 

kecocokan visi dan misi dengan Partai PAN. Apalagi sosok Pak Herry 

yang sangat memihak rakyat. Yang saya ingat waktu itu, ya sebatas tanda 

tangan dalam persyaratan yang akan diajukan ke KPU sebagai tanda 

bahwa kita berkoalisi dengan PAN. Sudah itu saja yang saya buat  

Selama ini peneliti mencoba menelusuri berbagai dokumen di kantor masing-

masing partai (DPD PAN dan DPW Golkar Kota Yogyakarta) dan tidak 

ditemukan dokumen perjanjian politik koalisi. Dengan demikian peneliti kesulitan 

melakukan cross check terhadap pernyataan perihal kontrak politik. Mengenai hal 

ini, salah satu kader PAN yang duduk di DPRD, Rifki Listianto, S.Si. 

menyatakan: 
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Walaupun ketika itu tidak disebutkan secara pasti dan tertulis, tetapi secara 

etika, koalisi ini harus berlanjut di Parlemen. Akan tetapi ketika saya disini 

(menduduki kursi DPRD) tidak pernah dilakukan pembicaraan mengenai 

kelanjutan koalisi dengan partai-partai koalisi 

 

Pernyataan dari Rifki Listianto, S.Si. sejalan dengan pernyataan dari M. Ali Fahmi 

(anggota Fraksi PAN). Beliu mengungkapkan: 

Selama periode ini (2009-2014) kami sesama partai koalisi KRJ 2006 

tidak pernah lagi duduk bersama dalam satu forum atas nama Koalisi 

2006. Tidak pernah ada pembicaraan mengenai hal-hal seputar koalisi. 

 

Ketika peneliti menanyakan bagaimana tujuan dan keberlanjutan KRJ ini, 

Hariyadi Sayuti menyatakan; Koalisi ini harus berlanjut di parlemen dan sampai 

akhir periode Walikota, dan hal yang serupa juga diungkapkan oleh semua 

narasumber baik dari PAN maupun Golkar, bahwa Koalisi ini harus mampu 

mempertahankan Walikota agar supaya khusnul khotimah dalam menjalankan 

pemerintahan. 

  

2) Kemenangan Koalisi Partai PAN dan Golkar Dalam Pilkada Kota 

Yogyakarta 2006 

Pelaksanaan Pilkada Kota Yogyakarta sempat mengalami beberapa kali 

pengunduran jadwal. Pertama, pengunduran yang disebabkan karena bencana 

gempa bumi. Kedua, pengunduran karena terkendala masalah pencalonan 

(pasangan peserta Pilkada). Kesepakatan ini disetujui oleh masing-masing 

pasangan calon melalui Deklarasi Kampanye Damai.  

Selama massa penundaan pada 23 September s/d 8 November 2006 yang 

disepakati bersama oleh Koalisi Merah Putih (KMP) maupun Koalisi Rakyat 

Jogja (KRJ) dengan diharapkan tidak melakukan kegiatan yang menjurus 
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kampanye mulai menunai konflik. Pasalnya terindikasi adanya kampenye 

terselubung dengan pembagian Jadwal Imsakiyah oleh salah satu calon Walikota 

dr. Widharto dan Koran Bulanan yang memuat profil Syukri Fadholi S.H di 

Masjid Al-Falah, Bumen, Purbayan, Kotagede telah menyebabkan disharmonisasi 

di masyarakat. Untuk itu Panwaskot telah memberi peringatan keras terkait 

dengan pembagian Profil Syukri di Kotagede. Panwaskot melayangkan Surat 

Teguran meminta tim sukses pasangan peserta Pilkada tersebut untuk membuat 

pernyataan tidak mengulangi perbuatan serupa serta mengajak masyarakat agar 

tidak menggunakan Masjid dan tempat ibadah lainnya untuk urusan Pilkada. 

 Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Yogyakarta menetapkan 

mekanisme kampanye untuk pemilihan pasangan Walikota/Wakil Walikota 

periode lima tahun mendatang. Adapun mekanisme kampanye sebagai berikut: 

1). Pelaksanaan kampanye diawali dengan penyampaian visi, misi dan program 

pasangan calon pada rapat paripurna DPRD Kota Yogyakarta (tanggal 9 

November 2006); 

2). Hari kedua sampai dengan hari yang ketiga belas (10 s/d 21 Nov 2006) 

dilaksanakan kampanye dalam bentuk rapat umum oleh masing pasangan 

calon/ Tim Kampanye secara bergantian sesuai dengan nomor urut; 

3). Rapat umum mulai dilaksanakan mulai jam 09.00 – 16.00 WIB 

4). Pada malam hari, pada hari kedua sampai dengan hari yang ketiga belas (10 

s/d 21 Nov 2006) masing-masing pasangan calon dapat melaksanakan 

kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog dengan 

tetap menjaga kenyamanan dan ketentraman masyarakat. 

5). Hari terakhir yaitu tanggal 22 November dilaksanakan kampanye bersama 

dalam bentuk deklarasi damai (KPUD Kota Yogyakarta, 2007: 107) 
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Kampanye sendiri akan dimulai pada 9 November 2006 – 22 November 2006. 

Khusus hari pertama kampanye masing-masing pasangan akan melakukan 

penyampaian visi dan misi dalam rapat paripurna DPRD Kota Yogyakarta. 

Tabel 13 

Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye 

Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Yogyakarta Tahun 2006 

PASANGAN 

CALON 

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM  (09.00 - 16.00  WIB) 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

WIDHARTO & 

SYUKRI 

VISI 

MISI 

√ off √ off √ off √ off √ off √ off Kampan

ye 

Bersama 

(Deklara

si) 
HERRY & 

HARYADI 
off √ 

of

f 
√ off √ off √ off √ off √ 

Sumber: KPUD Kota Yogyakarta 2011 

Strategi kampanye yang digunakan oleh Koalisi Rakyat Jogja adalah 

dengan kampanye elegan. Maksud dari kampanye elegan ini adalah Kota 

Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan setidaknya dapat memberi nuansa tersendiri 

dalam aktifitas kampanye yang lebih menonjolkan bentuk kampanye dialogis dan 

pencerahan politik melalui pendidikan politik dengan menawarkan visi, misi dan 

program. Kegiatan kampanye yang dipilih dengan mengadakan rapat-rapat umum 

sebagai media berkomunikasi dengan warga. Komunikasi ini diharapan dapat 

membangun pemahaman bersama serta membangun image politik. Dan kegiatan 

semacam ini hampir dilakukan diseluruh wilayah Kota Yogyakarta. Selain itu, 

Koalisi Rakyat Jogja juga membangun Gardu Informasi di hampir semua TPS 

Kota Yogyakarta. Tugas utama dari Gardu Informasi ini adalah mengamankan 

konstituen. Selain itu, tim sukses Herry Zudianto-Hariadi Sayuti juga 
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menggunakan berbagai media massa, safari politik ke daerah-daerah, dan 

perbincangan via radio. 

Pada hari Jumat, 1 Desember 2006 Komisi Pemilihan Umum Daerah 

(KPUD) menetapan hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 

Kota Yogyakarta dalam Sidang Pleno. Hasilnya adalah Pilkada Kota Yogyakarta 

yang berlangsung 26 November 2006 dimenangi pasangan Herry Zudianto-

Haryadi Suyuti yang diusung Koalisi Rakyat Jogja (KRJ) dengan memperoleh 

112.036 suara (61,52 persen). Sementara pesaingnya, pasangan Widharto PH-

Syukri Fadholi yang diusung KMP memperoleh 70.067 suara (38,48 persen). 

Pelantikan pasangan Herry Zudianto-Haryadi Suyuti sebagai Walikota dan Wakil 

Walikota terpilih dilantik pada 20 Desember 2006. 

 

c. Konflik dalam Pelaksanaan Pilkada Kota Yogyakarta 2006 

Terlepas dari aspek positif penyelenggaraannya, Pilkada masih tetap 

menyisakan persoalan-persoalan mendasar. Pratikno (2006:158) menjelaskan 

bahwa resiko paling kecil dari adanya Pilkada adalah guguatan dari pihak yang 

tidak puas terhadap proses Pilkada hingga resiko yang paling berat adalah 

ketidakpercayaan terhadap hasil Pilkada yang berarti pula deligitimasi terhadap 

pemerintahan yang terbentuk dari hasil Pilkada. 

Pilkada Kota Yogyakarta 2006 adalah pemilihan langsung Kepala Daerah 

(Walikota dan Wakil Walikota) untuk pertama kalinya diselenggaraan di Kota 

Yogyakarta. Perjalanan pelaksanaan Pilkada Kota Yogyakarta semakin menjadi 

sangat dinamis pasca bencana gempa bumi mengguncang Yogyakarta. Pilkada 
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harus ditunda karena bencana alam ini dan harus ditunda lagi untuk yang kedua 

kalinya karena bencana politik, yaitu ketika Koalisi Merah Putih tidak melengkapi 

atau mengembalikan perbaikan berkas pencalonan sehingga hanya ada satu 

pasangan calon yang memenuhi syarat.  

Walaupun demikian, Pilkada kota Yogyakarta relatif senyap konflik 

selama pelaksanaannya. Bahkan selama masa kampanye, hanya tercatat 6 temuan 

kasus yang mengindikasikan adanya pelanggaran kampanye yaitu: 

1) Penyobekan dan pengrusakan tanda gambar calon di Umbulharjo dan 

Mantrijeron; 

2) Indikasi Money Politic oleh pasangan calon di Kecamatan Pukualaman; 

3) Pemasangan alat peraga di tempat pendidikan (SD Lempuyangwangi) 

4) Pemasangan bendera dan umbul-umbul  parpol di berbagai sudut Kota 

Yogyakarta; 

5) Penggunaan alat peraga parpol dalam kegaiatan kampanye rapat umum dan 

pertemuan terbatas; 

6) Pemasangan alat kampanye tanpa izin di lokasi milik perorangan, 

(KPUD Kota Yogyakarta; 2007: 116) 

 

Dari 6 temuan kasus indikasi pelanggaran kampanye, hanya kasus pemasangan 

alat peraga kampanye di tempat pendidikan (SD Lempunyangwangi Kecamatan 

Danurejan) yang dilakukan oleh pasangan Widartho & Syukri yang ditindaklajuti 

dari sisi administratif oleh Panwas kepada KPUD. Namun penyampaian surat oleh 

Panwas tertanggal 21 November 2006 diterima oleh KPUD pada hari terakhir 

kampanye (tanggal 22 November 2006 sore hari). KPUD tidak dapat 

menindaklanjuti dengan pemberian sanksi administratif kepada pasangan calon, 

karena kampanye telah berakhir. Jenis sanksi yang dapat diberikan kepada 

pasangan calon tersebut hanya berupa bentuk peringatan tertulis. 
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d. Efektifitas Koalisi Partai PAN dan Golkar Dalam Pemerintahan Kota 

Yogyakarta  

 

Dalam Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 

dijelaskan paling tidak terdapat tiga hubungan antara DPRD dengan Kepala 

Daerah: Pertama, hubungan dalam konteks legislasi. Hubungan antara kedua 

lembaga negara di sini adalah pada saat membuat peraturan daerah (Perda). Kedua 

lembaga sama-sama berhak untuk membuat perda (Pasal 140 ayat 1). Tetapi pada 

saat pembahasan tentang Perda yang substansinya sama maka yang harus 

didahulukan adalah Perda yang dibuat oleh legislatif, sedangkan Perda yang 

dibuat oleh eksekutif sebagai bahan perbandingan (Pasal 140 ayat 2). Sebisa 

mungkin, sebuah Perda memiliki kandungan filosofis, sosiologis, dan yuridis.. 

Sementara satu-satunya Perda yang dibuat oleh pemda yang juga dibahas bersama 

DPRD adalah Perda tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (ABPD) 

(Pasal 181). 

Kedua, hubungan dalam konteks anggaran. Semua urusan pemerintahan di 

daerah didanai oleh APBD. APBD tersebut harus mendapat persetujuan dari 

DPRD karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah (Pasal 179) 

dalam melakukan pelayanan publik dalam masa satu tahun anggaran. Eksekutif 

kendati memiliki hak untuk membuatnya, tidak berarti harus menafikan DPRD 

untuk memperoleh persetujuan bersama (Pasal 181). Dengan demikian 

keterlibatan DPRD di sini adalah membahas atau memberikan persetujuan atas 

rancangan  APBD yang dibuat oleh eksekutif (Pasal 42 b). Walau akhirnya, 
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eksekutif merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah (Pasal 

156 ayat 1). 

Ketiga, hubungan dalam konteks pengawasan. Pengawasan yang 

dilakukan oleh DPRD sebenarya merupakan manifestasi dari mekanisme  check 

and balances dalam sistem demokrasi. Beberapa fungsi pengawasan yang 

dilakukan oleh DPRD tersebut adalah sebagai berikut: a) mengawasi pelaksanaan 

peraturan daerah dan perundang-undangan lainnya, b) mengawasi pelaksanaan 

keputusan pemerintah daerah (Gubernur, Bupati/Walikota), c) mengawasi 

pelaksanaan APBD, d) mengawasi kebijakan pemerintah daerah, dan e) 

mengawasi pelaksanaan kerja sama internasional di daerah (Pasal 42 ayat 1 huruf 

c), serta mengawasi KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah. 

 

1) Hubungan Dalam Konteks Legislasi  

Seperti yang sudah didiskripsikan di depan, bahwa koalisi Rakyat 

Jogja/KRJ yang terdiri dari PAN, Golkar dan Partai Demokrat adalah koalisi yang 

dibentuk oleh sesama partai yang memiliki kursi di DPRD Kota Yogyakarta. Dan 

koalisi ini berkomitmen untuk terus mendukung dan mengawal agar jalannya 

pemerintahan Kota Yogyakarta menjadi efektif. Untuk mengetahui sejauh mana 

kontribusi partai koalisi dalam mewujudkan efektivitas pemerintahan kota 

Yogyakarta salah satunya dapat dilihat dari hubungan legislasi. 

Partai PAN selaku partai pemerintah memiliki 9 kursi di DPRD Kota 

Yogyakarta periode 2004-2009, dan 5 kursi periode 2009-2014. Dalam konteks 
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legislasi, Arif Nor Hartanto (Ketua DPRD Kota Yogyakarta periode 2004-2009) 

menyatakan;  

kami (Fraksi PAN) pada dasarnya mendukung berbagai rancangan 

peraturan daerah dan kebijakan-kebijakan yang diajukan oleh Walikota. 

Kami mendukung bukan karena dia (Bapak Herry) kader dari partai kami, 

tetapi lebih karena pak Herry mampu mengeluarkan ide-ide cemerlang 

dalam membangun Kota ini. Dan selama saya menjabat sebagai ketua 

dewan, hampir semua kebijakannya selalu mendapat persetujuan dan 

dukungan.  

 

Ketika peneliti menanyakan apakah Partai dan Fraksi PAN diajak merusmuskan  

terlebih dahulu mengenai berbagai kebijakan yang akan diajukan ke DPRD, Beliu 

mengungkapkan: 

Posisi kami sebagai anggota dewan, yang salah satu fungsinya adalah 

mengontrol kinerja Walikota, dalam hal perencanaan, persiapan, dan 

strategi supaya kebijakan disetujui, kami tidak pernah diajak berembuk. Itu 

tugasnya pak Herry, kan pak Herry sudah mempunyai bawahan bidang 

hukum. Akan tetapi saya dan fraksi saya, saya dan atas nama Dewan, 

ketika itu sering mengadakan pertemuan-pertemuan informal, ya sebagai 

ajang silahturahmi dan disitu kami membicarakan berbagai masalah di 

Jogja,tetapi hasil dari pertemuan itu, ya sebagai masukan saja bagi kami 

dan pak Herry. Kami selaku partai pengusung tidak diajak, tetap 

disampaikan ke parlemen tapi kemudian nanti ada komunikasi secara 

makro. Ya secara umum tidak secara detail. 

 

Hal yang senada dinyatakan oleh Agusnur, S. H, S. IP (Ketua Fraksi 

Golkar DPRD Periode 2009-2014) bahwa; 

Selama saya menjabat, kebijakan dari pak Herry adalah kebijakan yang 

pro rakyat, jadi kami (Fraksi Golkar) mendukung beliu. Kami belum 

pernah menolak, tetapi ya kami bukan 100 % setuju, secara subtansi OK 

tetapi hanya terkadang dalam redaksi penulisan dan mengawasi dalam 

pelaksanaan. 

 

Dalam konteks legislasi, Agung Damar Kusumandaru, S. E (Anggota Fraksi PAN 

dan Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta  2009-2014) menyatakan; 

Koalisi Rakyat Jogja (KRJ) ya secara etika harus berkelanjutan di Dewan, 

itu menjadi komitmen kita semua pada waktu itu, walaupun tidak itu 
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kesepakatan tidak tertulis, dan selama periode ini partai-partai pengusung 

tidak ada yang “ngeyel”. Walaupun setelah Pilkada kami tidak pernah 

berkumpul, tetapi kami tetap kompak dalam mendukung pemerintahan pak 

Herry. Sebagai contoh, saya lewat Dewan mengundang Walikota dan 

Wakil Walikota serta jajaran SKPD untuk rapat kerja bersama. Tujuannya 

untuk mengetahui kesiapan pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka 

antisipasi bahaya lahar dingin di sungai code, selain itu kami memberikan 

masukan-masukan dan pengawasan terhadap kebijakan tersebut. 

 

Pernyataan-pernyataan dari tokoh-tokoh elit Koalisi KRJ seperti yang 

diungkap diatas, peneliti melakukan cross check dengan mengkonfirmasi Hariyadi 

Sayuti. Beliu mengungkapkan: 

Mekanisme program legislasi daerah kan kebijakan dari Pemkot Daerah 

hasilnya adalah Perda. Perda adalah produk yang dibuat oleh eksekutif 

bersama-sama dengan parlemen, DPRD. Ada perda, ada perwal, dsb. Kalo 

di kota ada program eksekutif dewan, jadi disetujui dewan. Dan sikap 

dewan selama ini cukup koorporatif, jadi istilahnya bukan menolak tapi 

masuk prioritas atau tidak. Tidak ada yang tidak masuk prioritas, hanya 

soal waktu diprioritaskan atau tidak. Selalu ada yang dipending dan selama 

ini tidak pernah ada ide yang bertolak belakang dengan sikap dewan. 

 

 

Dalam pembentukan Peraturan Daerah harus disusun berdasarkan dengan 

Program legislasi Daerah (Prolegda). Program legislasi Daerah merupakan 

instrument perencanaan pembentukan peraturan daerah yang memuat skala 

prioritas Program Legislasi Daerah dengan jangka waktu tertentu yang disusun 

berencana, terpadu dan sistematis oleh DPRD dan Pemerintahan Daerah sesuai 

dengan kebutuhan dan mewujudkan sistem hukum didaerah. Mengenai proses 

pembentukan peraturan, hal ini diatur dalam Keputusan mendagri Nomor 169 

tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Program Legislasi Daerah Pasal 1 

angka 7 menyebutkan: Proses pembentukan peraturan dimulai dari:  

1) Penyusunan Prolegda, yaitu membuat rencana tahunan tentang Rapeda yang 

akan dibahas dan disetujui bersama menjadi sebuah Perda 
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2) Penyusunan Raperda baik Raperda yang dihasilkan atas inisiatif dewan 

maupun Raperda yang dihasilkan oleh eksekutif 

3) Pengajuan Raperda adalah berupa proses pengusulan dan penyampaian sebuah 

Raperda untuk dibahas menjadi Perda 

4) Sosialisasi Raperda, berupa tahapan untuk meminta tanggapan, masukan dan 

aspirasi dari masyarkat terhadap sebuha raperda yang akan dibahas. 

5) Pembahasan Raperda, yaitu berupa mekanisme pencermatan, pengkajian dan 

pembahasan secara mendetail terhadap Raperda yang telah disosialisasikan. 

6) Pengesahan/penetapan adalah tahapan untuk membuat persetujuan bersama 

antara DPRD dan Kepala Daerah terhadap raperda yang telah selesai dibahas 

dan diikuti dengan penetapannya 

7) Pengudangan Perda, tahapan ini merupakan domain Kepala Daerah yaitu 

berupa memasukan dalam lembaran daerah terhadap Raperda yang telah 

mendapat persetujuan bersama 

8) Sosialisasi Perda, berupa penyebarluasan kepada masyarakat mengenai hal-hal 

yang telah diatur dan ditetapkan dalam Perda yang baru saja dibuat. 

Walikota dan Wakil walikota sebagai Kepala Daerah yang memiliki tugas 

dan kewenangan memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan 

kebijakan yang ditetapkan bersama dengan DPRD, yaitu dalam penyusunan  

Rencana Peraturan Daerah, Perjanjian daerah, RAPBD serta memberikan laporan 

keterangan pertangungjawaban pelaksanaan RAPBD tahun sebelumnnya. Hasil 

kajian terhadap risalah rapat DPRD Kota Yogyakarta, Raperda yang menjadi 

Prioritas Legislasi Daerah sebagian besar berasal dari usulan Walikota. Adapun 
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perbandingan inisiatif Raperda yang masuk dalam Program Legislasi Daerah 

sebagaimana dalam tabel. 

Tabel 14 

Perbandingan Inisiatif Rancangan Peraturan Daerah yang Telah Ditetapkan Oleh 

Walikota Bersama Dengan DPRD Kota Yogyakarta Dalam Tahun 2006-2010 

 

No 

 

Tahun 

  

Jumlah  

Inisiatif 

Walikota DPRD 

1. 2006 7 Raperda 6 1 

2. 2007 16 Raperda 13 3 

3. 2008 24 Raperda 22 2 

4. 2009 12 Raperda 11 1 

5. 2010 12 Raperda 11 1 

Sumber: Diolah dari Himpunan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta 2006-2010 

 

Dari Raperda yang masuk dalam Program Legislasi Daerah, tidak semuanya dapat 

diundangkan menjadi Perda. Raperda yang disetujui oleh Walikota dengan DPRD 

Kota Yogyakarta pada tahun 2006 sejumlah 11 Perda, pada tahun 2007 sejumlah 8 

Perda , tahun 2008 sejumlah 12 Perda, tahun 2009 sejumlah 25 Perda dan tahun 

2010 sejumlah 10 Perda. Adapun jenis dan rincian Perda sebagaimana dalam tabel 

7, 8, 9, 10 dan tabel 11. 
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Tabel 15 

Jumlah Peraturan Daerah yang Telah Ditetapkan Oleh Walikota 

Bersama Dengan DPRD Kota Yogyakarta Dalam Tahun 2006 

No NOMOR ISI 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

 

7. 

 

 

8. 

 

 

9. 

 

10. 

 

11. 

1 Tahun 2006 

 

2 Tahun 2006 

 

3 Tahun 2006 

 

 

4 Tahun 2006 

 

 

5 Tahun 2006 

 

 

 6 Tahun 2006 

 

 

 

7 Tahun 2006 

 

 

8 Tahun 2006 

 

 

9 Tahun 2006 

 

10 Tahun 2006 

 

11 Tahun 2006 

APBD Tahun Anggaran 2006 

 

Pajak Hotel 

 

Pajak Restoran 

 

Pencabutan Perda No. 3 Tahun 1998 tentang 

Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air 

Permukaan 

 

Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskemas 

 

Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

Daerah 

 

Perubahan Ketentuan Pidana dalam Peraturan 

Daerah Kota Yogyakarta 

 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 

Anggaran 2005 

 

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2006 

 

Retribusi Terminal Penumpang 

  

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 

 

Sumber: Biro Hukum Pemerintah Kota Yogyakarta 2011 
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Tabel 16 

Jumlah Peraturan Daerah yang Telah Ditetapkan Oleh Walikota 

Bersama Dengan DPRD Kota Yogyakarta Dalam Tahun 2007 

No. NOMOR ISI 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

1 Tahun 2007 

 

 

 

2 Tahun 2007 

 

 

 

3 Tahun 2007 

 

4 Tahun 2007 

 

5 Tahun 2007 

 

6 Tahun 2007 

 

7 Tahun 2007 

 

8 Tahun 2007 

Rencana Pembangunan jangka Panjang Kota 

Yogyakarta Tahun 2005-2025 

 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota 

Yogyakarta No. 7 Than 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan 

dan Anggota DPRD 

 

RAPBD Tahun Anggaran 2007 

 

Pokok-Pokok pengelolaan Keuangan Daerah 

 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2006 

 

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2007 

 

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 

 

Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan 

Pencatatan Sipil 

 

Sumber: Biro Hukum Pemerintah Kota Yogyakarta 2011 
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Tabel 17 

Jumlah Peraturan Daerah yang Telah Ditetapkan Oleh Walikota 

Bersama Dengan DPRD Kota Yogyakarta Dalam Tahun 2008 

No. NOMOR ISI 

1.  

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

 

8. 

 

 

9. 

 

 

10. 

 

 

11. 

1 Tahun 2008 

 

2 Tahun 2008 

 

 

3 Tahun 2008 

 

4 Tahun 2008 

 

 

5 Tahun 2008 

 

6 Tahun 2008 

 

7 Tahun 2008 

 

 

8 Tahun 2008 

 

 

9 Tahun 2008 

 

 

10 Tahun 2008 

 

 

11 Tahun 2008 

 

RAPBD Tahun Anggaran 2008 

 

Izin Penyelenggaraan Saran Kesehatan dan Izin 

tenaga Kesehatan 

 

Urusan Pemerintah Daerah 

 

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat 

Bank Jogja Kota Yogyakarta 

 

Sistem Penyelenggaraan Pendidikan 

 

Pertanggungjawaban APBD 2007 

 

Perubahan RAPBD 2008 

 

Pembentukan susunan kedudukan dan Tugas 

Pokok Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD 

 

Pembentukan Susunan Kedudukan dan Tugas 

Pokok Lembaga Teknis Daerah 

 

Pembentukan Susunan, Kedudukan, Tugas 

Pokok Kecamatan dan Kelurahan 

 

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah 

Kota Yogyakarta Kepada Bank Pembangunan 

Daerah Provinsi DIY tahun 2008 

Sumber: Biro Hukum Pemerintah Kota Yogyakarta 2011 
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Tabel 18 

Jumlah Peraturan Daerah yang Telah Ditetapkan Oleh Walikota 

Bersama Dengan DPRD Kota Yogyakarta Dalam Tahun 2009 

No. NOMOR ISI 

1. 

 

2.  

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

 

 

 

11. 

 

 

12. 

 

13. 

 

14. 

 

 

 

15. 

 

16. 

 

17. 

 

18. 

 

19. 

 

20. 

 

21. 

 

22. 

 

23. 

 

24. 

 

25. 

1 Tahun 2009 

 

2 Tahun 2009 

 

3 Tahun 2009 

 

4 Tahun 2009 

 

5 Tahun 2009 

 

6 Tahun 2009 

 

7 Tahun 2009 

 

8 Tahun 2009 

 

9 Tahun 2009 

 

10 Tahun 2009 

 

 

 

11 Tahun 2009 

 

 

12 Tahun 2009 

 

13 Tahun 2009 

 

14 Tahun 2009 

 

 

 

15 Tahun 2009 

 

16 Tahun 2009 

 

17 Tahun 2009 

 

18 Tahun 2009 

 

19 Tahun 2009 

 

20 Tahun 2009 

 

21 Tahun 2009 

 

22 Tahun 2009 

 

23 Tahun 2009 

 

24 tahun 2009 

 

25 tahun 2009 

RAPBD Tahun Anggaran 2009 

 

Pasar 

 

Retribusi Pelayanan Pasar 

 

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 

 

Retribusi Izin Usaha Perdagangan 

 

Pengelolaan Air Limbah Domestik 

 

Retribsui Pengelolaan Air Limbah Domestik 

 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2008 

 

Perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2009 

 

Pencabutan Perda Kodya Dati II No 5 Tahun 1986 tentang Uang 

Pengganti Biaya Pemeliharaan Alat-Alat Besar Milik 

Pemerintah Kodya Dati II Yogyakarta 

 

Pencabutan Perda Kota Yogyakarta Nomor 11 tahun 2000 

tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD 

 

Kerjasama Daerah 

 

Penyelenggaraan Ketenagakerjaan 

 

Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembayaran Kewajiban 

Pemerintah Kota Yogyakarta Kepada PT. Perwita karya dalam 

Pembangunan Terminal Giwangan 

 

Penanggulangan Bencana Daerah 

 

Pengujian Kendaraan Bermotor 

 

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 

 

Penyelenggaraan Perparkiran 

 

Retribsui Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 

 

Retribsui Tempat Khusus Parkir 

 

Pemotongan Hewan dan Penanganan daging 

 

Retribusi Rumah Pemotongan Hewan 

 

Penanggulangan Kemiskinan di Kota Yogyakarta 

 

Bangunan Gedung (IMB) 

 

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 

Sumber: Biro Hukum Pemerintah Kota Yogyakarta 2011 
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Tabel 19 

Jumlah Peraturan Daerah yang Telah Ditetapkan Oleh Walikota 

Bersama Dengan DPRD Kota Yogyakarta Dalam Tahun 2010 

No. NOMOR ISI 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

1 Tahun 2010 

 

2 Tahun 2010 

 

 

3 Tahun 2010 

 

 

4 Tahun 2010 

 

5 Tahun 2010 

 

6 Tahun 2010 

 

7 Tahun 2010 

 

8 Tahun 2010 

 

9 Tahun 2010 

 

10 Tahun 2010 

RAPBD Tahun Anggaran 2010 

 

Rencana tata Runag Wilayah Kota Yogyakarta 

tahun 2010-2029 

 

Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat 

Kesehatan Masyarakat 

 

Penyelenggaraan Kepariwisataan 

 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2009 

 

Perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2010 

 

Perusahaan Daerah Jogjatama Vishesha 

 

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

 

APBD 2010 

 

Sistem penyelenggaraan Jaminan Kesehatan  

 

Sumber: Biro Hukum Pemerintah Kota Yogyakarta 2011 

 

Dengan mengacu pada hasil wawancara dan dokumen yang tersebut 

Seluruh rancangan peraturan daerah yang telah berhasil disepakati antara 

Walikota dengan DPRD Kota Yogyakarta, hampir seluruhnya murni dari usulan 

Walikota. Dengan kondisi ini, bisa dikatakan peran partai koalisi pemenang 

Pilkada 2006 dalam kontek legislasi sangatlah kecil. Hal ini dapat dimaknai 

sebagai buruknya sistem komunikasi di internal tubuh koalisi dan juga 

komunikasi dengan pihak Walikota. Hal inilah yang menyebabkan partai-partai 

yang tergabung dalam koalisi KRJ tidak pernah melakukan pertemuan-pertemuan 
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yang bersifat internal dengan Walikota, khususnya dalam hal perencanaan, 

persiapan, dan perumusan rancangan peraturan daerah. Dari pihak Walikota, 

mengenai pembuatan rancangan Perda, dalam penyusunan produk hukum daerah 

didelegasikan kepada Biro Hukum atau Bagian Hukum untuk kemudian dibentuk 

Tim Antar SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Dari sudut pandang hukum, 

apa yang dilakukan pihak Walikota memang sesuai dengan dasar hukum 

penyusunan Program Legislasi Daerah. Akan tetapi dari sudut pandang politik, hal 

ini mengindikasikan bahwa Pertama, semakin menguatkan posisi partai politik 

sebagai kendaraan politik untuk maju dalam Pilkada. Kedua, tidak ada komitmen 

politik bersama pasca Pilkada. Dengan demikian koalisi KRJ ini bisa dikatakan 

hanya koalisi formal saja. 

 

2) Hubungan Dalam Konteks Anggaran  

Dalam konteks anggaran semua urusan pemerintahan di daerah didanai 

oleh APBD. APBD tersebut harus mendapat persetujuan dari DPRD karena 

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah (Pasal 179 Undang-

Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah) dalam melakukan 

pelayanan publik dalam masa satu tahun anggaran. Eksekutif kendati memiliki 

hak untuk membuatnya, tidak berarti harus menafikan DPRD untuk memperoleh 

persetujuan bersama (Pasal 181). Dengan demikian keterlibatan DPRD di sini 

adalah membahas atau memberikan persetujuan atas rancangan APBD yang 

dibuat oleh eksekutif (Pasal 42 b). Walau akhirnya, eksekutif merupakan 

pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah (Pasal 156 ayat 1). 
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Terkait dalam keterlibatan Fraksi PAN dalam membahas atau memberikan 

persetujuan atas rancangan  APBD yang dibuat oleh Walikota, Rifki Listianto, S. 

Si (anggota Fraksi PAN 2009-2014 dan anggota Badan Anggaran DPRD Kota 

Yogyakarta) menyatakan: 

Fraksi tidak serta merta menyetujui rancangan anggaran dari walikota. 

Kami melakukan pencermatan. Pertama pencermatan ditingkat fraksi, 

dilanjutkan di Badan Anggaran. Pencermatan kami lakukan, supaya 

anggaran menjadi efektif dan efisien sesuai peruntukan. Kami 

menggunakan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah tahun 

2007-2011 untuk menilai nota keungan yang diajukan oleh saudaraku 

Walikota. Untuk itulah APBD untuk setiap tahunnya membutuhkan 

pembahasan yang panjang menurut skala prioritas. Pembahasan APBD 

Kota Yogyakarta 2010 adalah tahun pertama DPRD Yogyakarta untuk 

masa bakti ini (2009-2014). 

 

Fraksi Golkar juga mempunyai langkah-langkah pengawasan anggaran daerah 

seeprti hal nya yang dilakukan Fraksi PAN. Augusnur, S.H., S. IP (ketua Fraksi 

Golkar 2009-2014) menyatakan: 

Golkar menetapkan standar yang ketat untuk APBD. Posting anggaran 

kami lakukan dengan cermat, tidak asal-asalan. Kami berpegangan bahwa 

sumber-sumber keuangan yang dipunyai itu harus perlu diatur pada hal-hal 

yang bernar-benar menjadi prioritas. Kami di Golkar melakukan rapat 

internal dari Nota keuangan yang disampaikan Walikota, sesudah itu kami 

menyampaiakn dalam bentuk pandangan umum, dan pembahasan di 

tingkat Badan Anggaran, setelah itu hasilnya kami bawa lagi ke intern 

Golkar untuk dijadikan bahan dalam pandangan akhir di Paripurna.  

  

Setelah melalui proses pembahasan yang panjang serta apa yang menjadi 

masukan-masukan dari Fraksi PAN dan Golkar direspon positif oleh Walikota, 

pada akhirnya PAN ataupun Golkar menyetujui RAPBD tersebut. Untuk 

mengetahui lebih mendalam mengenai masukan-masukan dari Fraksi PAN  dan 

Golkar terhadap Nota Keuangan RAPBD 2010 salah satunya dapat diketahui dari 

pernyataan Pendapat Akhir masing-masing Fraksi. 
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Dari Pendapat Akhir terhadap rancangan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah 2010, Fraksi Partai Amanat Nasional berpendapat bahwa RAPBD 

tahun 2010 adalah defisit. Kesimpulan defisit ini diambil bahwa setelah melalui 

pencermatan di Badan Anggaran maka RAPBD 2010 mengalami perubahan 

komposisi anggaran dimana: 

 Sebelum pendermatan pos pendapatan Rp. 740.243.016.500, setelah 

mengalami pencermatan naik menjadi Rp. 744.107.426.500 

 Sebelum pencermatan pos belanja Rp. 831.035.744.361, setelah pencermatan 

menjadi naik Rp. 836.395.889.811 

 Sebelum dilakukan pencermatan defisit Rp. 90.792.727.861, setelah 

pencermatan menjadi naik Rp. 92.288.463.311. 

Menurut Fraksi PAN, penyebab defisit ini disebabkan buruknya penyerapan 

anggaran belanja oleh jajaran pemerintah daerah serta perencanaan pendapatan 

yang sangat jauh di bawah potensi real yang ada. Walaupun Fraksi PAN telah 

menyatakan bahwa RAPBD 2010 dinyatakan defisit, Fraksi ini tetap memberikan 

catatan dan rekomendasi yang perlu diperhatikan Walikota dalam waktu 

pelaksanaan anggaran. Adapun catatan dan rekomendasi antara lain: 

1. Kualitas pelayanan publik yang belum maksimal, berkaitan dengan layanan   

kesehatan menimbulkan keluhan dari masyarakat yang memanfaatkan layanan 

tersebut, diharapkan PEMKOT dapat mengatasi secara lebih cepat dan 

konfrehensi.  

2. Analisis Pendapatan Asli Daerah lebih dapat dipertajam, sehingga estimasi 

dan realitasnya tidak jauh berbeda dengan mempertimbangkan 

pengoptimalisasian potensi-potensi pendapatan yang ada dan yang belum 

tergali, sebagai contoh sektor pajak hotel dan pajak restoran.  

3. Penyempurnaan dan pembenahan sistem Penerimaan Siswa Baru (PSB) online 

dan persentase kuota anak didik dari kota Yogyakarta, dimana pada 

pelaksanaannya masih banyak ditemui permasalahan-permasalahan yang 

seharusnya telah diantisipasi sebelumnya. 
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4. Target BOSDA perlu disosialisasikan ke sekolah swasta sehingga dapat 

dilakukan sharring kedua belak pihak, PEMKOT dan sekolah swasta, agar 

supaya pelaksanaannya tidak melenceng dari target yaitu mengurangi beban 

biaya orang tua/wali siswa.  

5. Perlindungan kesehatan untuk masyarakat Kota Yogyakarta masih sangat 

diperlukan dan diharapkan, sehingga Jamkesta pada tahun 2010 harus 

secepatnya dapat dilaksanakan di 14 kecamatan se-Kota Yogyakarta.  

6. Transparasi, komunikasi dan sosialisasi yang baik harus dilakukan oleh 

PEMKOT, dalam hal ini oleh SKPD-SKPD yang berkaitan dengan program 

kemasyarakatan, alokasi dan Bantuan Sosial dan Hibah, dimana masyarakat 

dapat lebih mudah mengakses informasi dan mendapatkannya.  

7. Adanya aspirasi dari beberapa pengurus LPMK dan BKM ke Fraksi PAN, 

agar aliran dana bantuan langsung ke masyarakat, diharapkan dapat secara 

jelas diketahui oleh tiga pilar lembaga di kelurahan, yaitu: Lurah, LPMK dan 

BKM agar pembangunan berbasis kewilayahan dapat lebih bersinergi dan 

lebih maksimal. (laporan Pendapat Akhir Fraksi PAN DPRD Kota Yogyakarta 

terhadap RAPBD tahun anggaran 2010: Disampaikan dalam Rapat Paripurna 

DPRD Kota Yogyakarta, 22 Desember 2009). 

 

Fraksi Golkar juga menyampaikan beberapa masukan-masukan setelah 

mengikuti pembahasan tentang RAPBD 2010. Beberapa masukan ini adalah hasil 

pembahasan di tingkat Fraksi dan juga dari masukan-masukan dari masyarakat. 

Beberapa saran dan harapan Fraksi Golkar dalam RAPBD sebagai berikut: 

1. Sektor Pajak 

Fraksi Golkar berharap upaya dari Pemerintah Kota untuk meminimalisir 

terjadinya tingkat kebocoran disetiap sector pendapatandan meminimalisir 

tunggakan pajak hotel dan pajak restoran serta mengoptimalkan pendapatan 

dari sector pajak hotel dan pajak restoran, menginga sector ini merupakan 

sumber pendapatan asli daerah dari sector pariwisata yang menjadi icon kota 

Yogyakarta 

2. Jaminan Kesehatan Semesta (JAMKESTA) 

Target sasaran Jamkesta dalah masyarakat yang belum tercover dalam jaminan 

kesehatan lain. Sesuai dengan tematik kota Yogyakarta 2010 sebagai kota 

sehat diharapakan masyarkat tidak ada lagi kesulitan dalam pembiayaan 

kesehatan. Golkar berharap pemerintah kota dalam memberikan pelayanan 

kesehatan dalam masyarakat tidak membedakan status sosial pasien. 

3. Bantuan Operasional Sekolah (BOSDA) 

Dengan meningkatnya pemberitan BOSDA diharapkan pemerintah kota tidak 

salah sasaran dalam penyalurannya dan sesuai dengan peruntukannya, Golkar 

berpendapat bahwa pemberian BOSDA benar-benar tepat waktu dan tepat 

sasarn sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan 
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4. Beasiswa bagi Guru Swasta 

Dengan rencana pemerintah kota untuk memberikan beassiwa kepada guru 

swasta sebanyak 25 guru melalui jenjang Strata 1, diharapkan lebih mampu 

menigkatkan kompetensi pembelajaran. Golkar berharap kedepannya 

Pemerintah Kota menambah jumlah guru swasta yang diberi beasiswa secara 

bertahap setipa tahun anggaran 

5. Jogja Java Carnaval (JJC) 

Dalam rangka meningkatkan peran Kota Yogyakarta sebagai salah satu tujuan 

daerah wisata, Golkar berharap Pemerintah Kota melakukan evaluasi 

penyelenggaraan Jogja Java Canaval, khususnya berkaitan dengan 

kepersertaan JJC. Diharapkan kepersertaan dari manca negara lebih meningkat 

6. BANSOS 

Untuk pemberian BANSOS kepad masyarakat dan organisasi-organsiasi 

kemasyarakatan dan lain-lain agar Pemerintah Kota lebih selektif dalam 

pemberian dan melakukan dalam penggunaannya. . (laporan Pendapat Akhir 

Fraksi Golkar DPRD Kota Yogyakarta terhadap RAPBN tahun anggaran 

2010: Disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta, 22 

Desember 2009).  

  

Setelah melalui pembahasan dan pencermatan baik di tingkat fraksi dan di dalam 

Badan Anggaran, kedua Fraksi PAN dan Golkar menyetujui Raperda tentang 

APBD tahun anggaran 2010. Walaupun menyetujui RAPBD, kedua Fraksi ini 

tetap memberikan catatan serta rekomendasi seperti tersebut diatas.  

Hubungan dalam konteks anggaran antara lembaga eksekutif (walikota) 

dengan partai koalisi pengusung dalam DPRD kota Yogyakarta tidak terlihat 

nyata. Berdasarkan hasil wawancara, Partai PAN dan Golkar yang berkudukan 

selaku partai pengusung tidak pernah dilibatkan dalam proses penyusunan 

rancangan keuangan daerah yang salah satunya adalah APBD. Dalam proses 

penyusunan rancangan keuangan daerah (RAPBD) Walikota tidak pernah 

melibatkan secara khusus partai-partai koalisi. Pihak Walikota mempergunakan 

Tim Antar SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Selain itu, dalam kinerjanya 

partai koalisi tidak melakukan pertemuan-pertemuan intern terlebih dahulu untuk 

pembahasan mengenai rancangan keuangan daerah. Fraksi PAN dan Golkar 
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bekerja sendiri-sendiri, dan baru dipertemukan dengan Walikota dalam 

pembahasan di tingkat Badan Anggaran.  

 

3) Hubungan Dalam Konteks Pengawasan  

Dalam konteks pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD 

sebenarya merupakan manifestasi dari mekanisme check and balances dalam 

sistem demokrasi. Beberapa fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD 

berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Pasal 42 adalah sebagai 

berikut:  

a) mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah dan perundang-undangan lainnya 

b) mengawasi pelaksanaan keputusan pemerintah daerah (gubernur, bupati/ 

walikota) 

c) meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah 

d) mengawasi pelaksanaan APBD 

e) mengawasi kebijakan pemerintah daerah 

f) memberikan pendapat, pertimbangan, persetujuan kepada pemerintah serta 

mengawasi pelaksanaan kerja sama internasional di daerah. 

Dalam konteks pengawasan, Arif Noor Hartanto (PAN 2004-2009) 

mengungkapkan: 

Berkaitan dengan fungsi parlemen tidak terpengaruh dan tidak lantas 

menjadi  sempit oleh karena proses-proses politik dan koalisi yang dijalin. 

Dan kenapa koalisi itu penting mengkaitkan dengan jumlah anggota 

diparlemen dalam rangka mengefektifkan kebijakan yang diambil di 

parlemen. Hanya kebijakan yang dirancang adalah kebijakan-kebijakan 

yang baik yang meberikan manfaat pada masyarakat. Jika sejak awal 
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kebijakan tersebut adala baik dan bermanfaat, kontrol menjadi tidak begitu 

menonjol karena programnya sudah baik dan dijalankan dengan cara-cara 

yang baik. Tapi secara mendasar, seberapa baik kebijakan dan pelaksanaan 

saya tetap melakasanakan kontrol. Yang menjadi persoalan adalah pilihan 

metode nya, bagaimana cara metode agar plaksanaan kontrol cukup baik. 

Bagi sebagian politisi dengan media adalah pilihan yang cukup baik, saya 

juga begitu, tapi proses kontroling yang lain tetap dilakukan secara 

langsung karena sama-sama dari satu induk partai sehingga tidak ada 

problem psikologis ketika saya menyampaikan kritikan dan masukan-

masukan untuk menuntut perbaikan-perbaikan dalam kualitas yang lebih 

baik. Dan ketika saya menjabat menduduki kursi pimpinan di DPRD saya 

memainkan peran dalam bingkai satu partai yang kemudian dicarikan jalan 

yang paling soft agar tidak terkesan terdapat konflik dan ada perpecahan di 

dalamnya. Subtasnsi tersampiakan tapi jangan sampai menimbulkan 

kontradiksi dalam masyarakat. 

 

Lebih lanjut beliu mengatakan bahwa, setiap anggota dewan harus menentukan 

fokus perhatiannya sendiri dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai wakil 

rakyat. Namun semuanya harus dilakukan melaui tiga fungsi dewan, bagaimana 

membuat payung hukum untuk kepentingan masyarakat, bagaimana melakukan 

posting anggaran yang menguntungkan masyarakat. 

Wakil ketua DPRD Kota Yogyakarta (PAN 2009-2014), Agung Damar 

Kusumandaru, S.E dalam hal fungsi pengawasan ini mengatakan: 

Saya atas nama fraksi PAN atau atas nama Pimpinan Dewan, selalu 

melakukan fungsi pengawasan, walaupun kami dari partai yang sama 

dengan pemerintah. Banyak cara kami melakukan Fungsi pengawasan; 

pertama ditingkat Fraksi, kemudian dibawa ke komisi masing-masing, dan 

selanjutnya di paripurna. Selain itu, kami terbantu dengan adanya sikap 

kritis media massa, para warga yang secara langsung maupun tidak 

langsung memberikan masukan terkait dengan program-program dari pak 

herry. Akan tetapi pengawasan ini bukan dalam rangka menjatuhkan tetapi 

membuat Jogja lebih baik.  

 

Hal yang serupa juga disampaikan Ketua Fraksi Golkar sekaligus Wakil 

Ketua Komisi A (2009-2014), Augusnur, S.H., S.IP: 

walaupun kami menempatkan kader kami sebagai Wakil Walikota tetapi 

kami tetap bersikap professional. Selain fungsi legislasi dan anggaran, 



149 
 

 
 

fungsi pengawasan tetap kami kedepankan. Dalam melakukan 

pengawasan, kami (Golkar) mengacu pada pelaksanaan pembangunan. 

Apakah sudah sesuai dengan visi dan misi pemkot Yogyakarta yang 

tertunang dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) 2007-

2011. Salah satunya mengenai pembangunan pola tata pemerintah yang 

baik. Menurut saya, dalam hal penguatan sistem pemerintah daerah, 

Pemkot Yogyakarta telah berada didalam jalur pembangunan terebut. Hal 

ini dapat dilihat peranan pemkot Yogyakarta dalam melaksanakan sistem 

otonomi daerah telah berhsil mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.   

 

Salah satu bentuk pengawasan terhadap jalannya pemerintahan adalah melalui 

media massa. DPRD kota Yogyakarta memiliki berbagai media publikasi yaitu 

website (www.dprd-jogjakota.go.id), majalah Aspirasi dan surat kabar Warta 

Rakyat. Melalui media-media ini fungsi pengawasan dilakukan. Karena semenjak 

berlakunya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, kedudukan DPRD semakin 

tidak jelas, salah satunya dalam kewengan kontrol/pengawasan menjadi terbatas 

karena Kepala Daerah (Walikota) bertanggung jawab kepada Pemerintah 

Atasasnya (Gubernur). 

DPRD Kota Yogyakarta pada periode 2009-2014 terjadi penambahan 

jumlah kursi anggota sebanyak 5 kursi, menurut Drs. Suhartono, S.T (Ketua 

Fraksi Golkar 2004-2009): 

Penambahan jumlah kursi mesti diiringi peningkatan kinerja jajaran wakil 

rakyat jogja.khususnya menyangkut legislasi, penganggaran, dan 

pengawasan yang menjadi fungsi dewan serta upaya memperjuangkan 

aspirasi masyarakat. Itu semua tidak dipisah-pisah, hasilnya harus Nampak 

dalam kebijakan-kebijakan yang ada pada Perda, dan kemudian diikuti 

dengan kebijakan anggaran yang menunjukan keberpihakan pada 

masyarakat. Dan pelaksanaan kebijakan-kebijakn itu tidak boleh lepas dari 

kontral dewan. 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka bentuk pengawasan yang dilakukan 

partai koalisi tidak berbeda dengan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh partai 

lainnya, yaitu lebih banyak menggunakan media massa, karena didalamnya juga 

http://www.dprd-jogjakota.go.id/
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terkandung adanya unsure pendidikan politik. Dalam menjalankan fungsi 

pengawasan, Fraksi PAN dan Golkar selaku partai pengusung juga tidak pernah 

melakukan konsolidasi untuk memberikan masukan, saran dan rekomendasi 

kepada Walikota atas nama Koalisi KRJ. Hal semacam ini semakin menegaskan 

bahwa, komitmen untuk mempertahankan koalisi KRJ terlihat rapuh. Kerapuhan 

ini disebabkan ketidakadaan forum-forum komunikasi internal antara pihak 

Walikota dengan partai yang tergabung dalam Koalisi KRJ. Hubungan antar 

eksekutif (Walikota) dengan partai-partai koalisi tidak lagi terjalin pasca Pilkada 

2006. 

 

e. Strategi Walikota Membangun Dukungan Politik Dengan DPRD 

Dalam sistem Pemerintahan daerah ada dua unsur lembaga pemerintahan 

yaitu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selaku Pemerintah Daerah 

(eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai sebuah lembaga 

representatif/keterwakilan rakyat. Walikota selaku Pemerintah Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah adalah dua lembaga yang tidak dapat berdiri sendiri 

atau dipisahkan, oleh karena itu pola komunikasi politik dua lembaga  ini sangat 

menentukan keefektifan pemerintahan daerah. 

H. Herry Zudianto sebagai Walikota terpilih (2006) dihadapan dengan dua 

DPRD yang berbeda, yaitu DPRD hasil Pemilu 2004 dan DPRD Pemilu 2009. 

Dengan demikian tantangan Walikota dalam penyelenggaraan pemerintah menjadi 

lebih berat. Hal ini dikarenakan terjadi perubahan komposisi kursi di DPRD setiap 

periode Pemilu. Dimana pada DPRD 2004 (35 Kursi), Partai PAN memiliki 9 
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Kursi (25 % ) dan Partai Golkar 5 Kursi (14 %), dan untuk DPRD 2009 (40 

Kursi), Partai PAN 5 Kursi (13 %) dan Partai Golkar 5 Kursi (13 %). Oleh karena 

itu dalam kondisi kekuasaan legislatif lebih didominasi oleh kekuatan partai 

politik yang dalam pencalonan tidak mendukung langsung pada Walikota dan 

Wakil Walikota terpilih disebut sebagai pemerintahan yang terbelah/divided 

goverment. 

Sikap Kepala Daerah (Wakil Walikota) terhadap kondisi pemerintahan 

yang terbelah (divided goverment) bahwa: 

Asalkan kita bersama-sama membangun kota, hal itu tidak masalah. 

Komunikasi adalah kuncinya. teknik atau strategi sepertinya tidak ada. Ya 

asalkan program-program kami untuk pembangunan Kota dan 

kesejahteraan maka kami mendapatkan dukungan politik. Dan kami selalu 

berkoordinasi dengan DPRD. 

 

Koordinasi-koordinasi ini tidak dilakukan langsung oleh Walikota atau Wakil 

Walikota, akan tetapi didelegasikan kepada SKPD terkait. Koordinasi ini terlihat 

dalam agenda Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Umum. Rapat Kerja 

merupakan kegiatan dialog antara DPRD dengan Kepala Daerah. Sedangkan 

Rapat Dengar Pendapat Umum adalah kegitan dengar pendapat mengenai suatu 

kebijakan antara Kepala Daerah, DPRD dan masyarakat. Kedua kegiatan ini pada 

akhirnya akan melahirkan rekomendasi terkait rancangan maupun evaluasi suatu 

kebijakan. Salah satu contoh bentuk Rapat Kerja ketika Komisi D DPRD Kota 

Yogyakarta memanggil pihak pemerintah yang diwakili oleh SKDP Dinas Sosial, 

Tenaga Kerja dan Transportasi terkait dalam pelaksanaan program Kartu menuju 

Sejahtera (KMS). Hasil dari Rapat Kerja tersebut merekomendasikan kepada 

SKDP Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transportasi untuk menyusun parameter 
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kemiskinan yang lebih komprehensif dan juga perlu melakukan tinjau ulang 

terhadap mekanisme uji publik program KMS (Warta Rakyat, Edisi Kedua Vol 1. 

No.021 Tahun 2011). 

Partai pengusung tidak melihat kondisi ini (pemerintahan terbelah) sebagai 

sebuah ancaman. Baik Partai PAN dan Golkar tetap mendukung segala bentuk 

rancangan kebijakan baik Perda maupun non Perda asalkan kebijakan tersebut 

adalah kebijakan pro rakyat. Kondisi divided government mengasumsikan jika 

pemerintah tidak didukung kekuatan mayoritas di legislatif, dikhawatirkan 

pemerintahan tidak berjalan dan terjadi kemacetan dalam penyusunan kebijakan. 

Asumsi ini akan membuat pengelompokan komposisi di DPRD, yaitu antara 

partai pemerintah (paertai pemenang Pilkada) dan partai oposisi (partai yang kalah 

dalam Pilkada). Mengenai hal ini, Arif Noor Hartanto (Ketua DPRD dan anggota 

Fraksi PAN 2004-2009) mengatakan: 

Secara khusus oposisi murni itu tidak ada. Dalam banyak hal ketika ada 

hal yang baik ya dikatakan baik dan jika ada hal kurang baik siapa pun 

bisa mengkritisi termasuk koalisi kalau memang yang disusulkan eksekutif 

tidak cukup baik untuk diputuskan. Tidak kemudian terpisah antara oposisi 

dan koalisi. Tapi memang dalam berbagai hal polanya menjadi tidak jelas. 

Yang termasuk dalam oposisi kemudian tidak terus mengkritisi dan yang 

koalisi kemudian tidak mengkritisi tapi juga membutuhkan masukan yang 

konstruktif. Ya kabur, kalo oposisi itu selalu mengatakan yang dilakukan 

pemerintah itu tidak baik padahal tidak selalu seperti itu, ada hal-hal baik 

yang mereka juga mendukung dan kita menyetujui. Yang koalisi pun tidak 

sebatas mengiyakan. Tetapi ketika itu PDI-P dan PKS, yang selala 

melakukan kontra. Klo PPP hanya satu anggota dan mereka cenderung 

lebih bisa menerima dan itu juga tidak utuh kontra. 

 

Walikota selaku Kepala Daerah dalam upayanya membangun dukungan politik 

dengan DPRD melakukan komunikasi politik. Komunikasi politik ini tidak hanya 

melibatkan antara Walikota dengan DPRD tetapi masyarakat ikut terlibat. Dalam 
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komunikasi ini terdapat upaya-upaya politik Walikota dengan melakukan 

koordinasi, negosiasi  dan kolaborasi serta konsensus-konsensus dengan DPRD. 

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh Agung Damar Kusumandaru, S.E, 

(Wakil Ketua DPRD dan anggota Fraksi PAN 2009-2011) bahwa: 

Partai Pemerintah maupun Partai oposisi dalam literatur politik memang 

ada. Disini (DPRD Kota Yogyakarta) selama periode ini semuanya 

berjalan dengan menjalankan tiga fungsi, legsilasi, anggaran dan 

pengawasan. Pengelompokan itu disini tidak jelas dilihat. Yang penting 

harus ada komunikasi.apabila ada sesuatu hal, misal dalam rancangan 

kebijakan, kami pasti akan memanggil Walikota untuk melakukan rapat 

kerja.   

 

Dilakukannya komunikasi politik yang dilakukan antara Kepala Daerah 

(Walikota) dengan DPRD maka kesamaan presepsi, visi dan misi antara kedua 

lembaga tersebut menjadi terbangun.  

 

f. Wakaf Politik: Konsep Kekuasaan Politik Herry Zudianto (Walikota 

Yogyakarta) 

Herry Zudianto, SE.Akt, MM lahir pada tanggal 31 Maret 1955 di 

Yogyakarta. Selepas menamatkan pendidikan di SMA Negeri 3 Yogyakarta 

(1973) beliau melanjutkan studinya di Fakultas teknik Sipil UGM. Namun masih 

di universitas yang sama beliau kemudian pindah jurusan ke Fakultas Ekonomi 

hingga meraih gelar Sarjana Ekonomi pada tahun 1981. Sedangkan gelar Magister 

Manajemen diraihnya dari UII pada tahun 1997.  

Dalam kurun jabatannya sebagai Walikota Yogyakarta periode 2001 – 

sampai saat ini tidak kurang dari 522 penghargaan dan kejuaraan telah diperoleh 

Kota Yogyakarta baik tingkat nasional maupun propinsi. Untuk tingkat nasional 

139 penghargaan dan kejuaraan; diantaranya Penghargaan Widya Krama untuk 
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keberhasilan menuntaskan Program Wajib Belajar 9 Tahun (Bidang Pendidikan) 

Tingkat Nasional, Penyelenggaraan Sanitasi (Bidang Pemukiman) Terbaik 

Tingkat Nasional, Penghargaan Adipura Bangun Praja (Bidang Lingkungan) 

Terbaik Tingkat Nasional, Penghargaan Kota Bersih (Bidang Lingkungan) 

Terbaik Tingkat Nasional, Otonomi Awad (Bidang Pemerintahan) Grand 

Category Region in Leading Profile on Political Performance, Special Category 

Region in a Leading Innovative Breakthrough on Public Accountability, dan 

belum lama ini Kota Yogyakarta meraih kembali Penghargaan Adipura untuk 

kategori kota besar (Bidang Lingkungan) terbaik tingkat Nasional. H. Herry 

Zudianto terpilih untuk kedua kalinya sebagai Walikota Yogyakarta melalui 

Pilkada Langsung untuk periode jabatan 2006 - 2011. Visi dari H. Herry Zudianto 

adalah mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dengan membangun 

pemerintahan  yang baik dan bersih agar terbangunnya kepercayaan masyarakat 

terhadap transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas pemerintah kota 

Yogyakarta.  

Semenjak Herry Zudianto terpilih menjadi Walikota, kekuasaan jabatan 

Walikota dimaknai sebagai wakaf politik. Lebih lanjut, konsep wakaf politik ini 

dapat dijabarkan menjadi tiga prinsip yang dijadikan sebagai pedoman dalam 

pengambilan keputusan kebijakan publik. Mengenai hal ini, Herry Zudianto telah 

menjabarkannya dalam bukunya yang berjudul kekuasaan Sebagai Wakaf Politik, 

manajemen Yogyakarta Kota Multikultur (Herry Zudinato, 2008: 35-41). 

Prinsip pertama terkait masalah definisi dan hakikat kekuasaan. Begitu 

terpilih berarti harus siap untuk memiliki dan dimiliki oleh semua pihak. Artinya, 
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Herry Zudianto bukan lagi milik partai atau kelompok suku dan agama tertentu. 

Konsekuensi dari pilihan sikap ini bahwa jabatan-jabatan lain diluar jabatan 

sebagai walikota harus dilepas termasuk jabatan dalam partai politik.  

Kekuasaan jabatan walikota amanah adalah untuk membawa masyarakat 

Yogyakarta ke tingkat kehidupan yang lebih baik. Kekuasaan bukan semata-mata 

soal politik melainkan sola amanah. Kekuasaan itu adalah wakaf. Dalam 

pengertian seperti ini kekuasaan dan pengemban kekuasaan adalah wakaf politik 

yang harus siap dipakai oleh dan untuk kemaslahatan orang banyak. Semenjak 

terpilih menjadi Walikota, Herry Zudianto langsung mengundurkan diri dari 

kepengurusan PAN. Langkah ini diambil dalam rangka agar Herry Zudianto bisa 

merasa memiliki dan dimiliki oleh semua orang.  

Herry Zudianto terpilih sebagai Walikota Kota Yogyakarta melalui proses 

pemilihan langsung. Kemenangan ini tentunya memberikan legitimasi kekuasaan. 

Herry Zudianto mengartikan legitimasi tidak terbatas dalam kontek kekuasaan 

tetapi menyangkut legitimasi kepemimpinan. Dalam pengertian ini, seorang 

pemimpin memiliki legitimasi sebagai ketua, pengayom, bapak dan teman 

sekaligus dalam proses pengambilan keputusan dan sebagai pemimpin dalam 

menggerakkan perubahan. Pemimpin yang memiliki kekuasaan tetapi tidak 

memiliki legitimasi hanya mampu melakukan mobilisasi dan pemaksaan untuk 

mendapat dukungan dari masyarakat dalam pembangunan tanpa ada unsur 

partisipasi. 

Prinsip kedua adalah prinsip yang menyangkut etika komunikasi politik. 

Herry Zudianto sebagai pemimpin memaksimalkan kemampuan mendengar. 
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Artinya, setiap keputusan yang diambil selalu didahului oleh upaya menyerap 

aspirasi dari banyak pihak. Dengan demikian, bisa lebih jernih melihat persoalan 

dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan.  

Prinsip ketiga menyangkut dimensi keadilan. Tidak ada satu keputusan 

yang sempurna dan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak mengkin dapat 

memuaskan semua pihak. Maka setiap keputusan selalu terlebih dahulu 

mendengar berbagai asprasi, pendapat dan kepentingan dari berbagai pihak adalah 

cara untuk mengeliminasi kemungkinan terjadinya keputusan yang tidak adil, 

keputusan yang hanya memuaskan dan menyenangkan satu pihak tetapi 

merugikan dan menyusahkan pihak lain. Prinsip ini harus disertai dengan 

keberanian dalam setiap pengambilan keputusan dan membiarkan diri terus 

terombang-ambing dalam berbagai dilema dan pertimbangan yang tidak 

berkesudahan. Pimpinan eksekutif adalah pemegang mandat kekuasaan untuk 

berani mengambil keputusan dan bertinfak untuk menyelesaikan persoalan.  

Kapasitas Herry Zudianto dalam memimpin Kota Yogyakarta sudah 

mendapat pengakuan dari banyak pihak. Namun bukan berarti setiap keputusan 

yang diambilnya selalu didukung oleh semua pihak. Ada pihak pro dan yang 

kontra. Dalam hal ini Herry Zudianto menyatakan; 

Pihak yang menentang kebijakan saya tidak serta merta saya anggap 

sebagai musuh. Dalam konteks dialog, orang yang tidak sependapat 

dengan saya dan menentang kebijkan saya, saya anggap sebagai orang 

yang belum paham. Karena itu, adalah tugas saya untuk meyakinkan orang 

itu sehingga ia menjadi paham melalui dialog. Saya harus bisa berlaku 

sebagai bapak bagi mereka. Itulah sesungguhnya ujian bagi saya sebagai 

seorang pemimpin yang sekaligus sebagai pelayan masyarakat. Saya lebih 

senang disebut sebagai kepala pelayan masyarakat daripada sebagai 

Walikota karena sesungguhnya saya adalah kepala pelayan masyarakat 
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dan itulah sesungguhnya sebutan yang betul untuk seorang pemimpin 

(Herry Zudianto 2008: 43). 

 

Penolakan-penolakan atas gagasan lebih disebabkan karena masyarakat atau 

pihak-pihak yang menentang belum sepenuhnya memahai isi gagasan perubahan 

itu secara utuh. Untuk itu dibutuhkan dialog secara terus menerus. 

  

2. Pembahasan 

a. Koalisi PAN dan Golkar (Koalisi Pas Terbatas/Minimal Winning 

Coalition) 

Dalam sistem pemerintahan presidensil yang multipartai, koalisi adalah 

suatu keniscayaan untuk membentuk pemerintahan yang kuat. Hakikat koalisi 

sendiri untuk membentuk pemerintahan yang kuat, mandiri, dan tahan lama. 

Pemerintahan yang kuat bisa diartikan pemerintah yang mampu menciptakan dan 

mengimplementasikan kebijakannya tanpa khawatir mendapat penolakan atau 

perlawanan di parlemen. Pemerintahan yang mandiri adalah pemerintah yang 

mampu mengimplementasikan program dan kebijakan yang populer ataupun yang 

tidak populer tanpa harus didikte koalisi pendukungnya. Sedangkan pemerintah 

yang tahan lama adalah pemerintahan yang mampu mempertahankan 

kekuasannya dalam periode tertentu (lima tahun) tanpa harus khawatir diturunkan 

elite tandingannya. 

Dalam hal koalisi, di Indonesia terjadi kesenjangan antara sudut pandang 

politik dengan sudut pandang hukum.  Dari sudut pandang politik disebutkan 

bahwa Koalisi akan kuat apabila berawal dari kesamaan ideologi. Kesamaan 

ideologi juga harus disertai oleh adanya nilai-nilai bersama dan tujuan politik 

yang sama untuk diperjuangkan. Nilai bersama dan tujuan yang sama itulah yang 
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akan menimbulkan saling percaya yang akan menjadi perekat bagi anggota koalisi 

untuk menciptakan pemerintahan efektif. Firmanzah (2008: 78) menyatakan 

semakin sama ideologi politiknya semakin awet koalisi yang terbentuk. Begitu 

juga sebaliknya, semakin berbeda ideologinya, maka semakin besar pula 

kemungkinan munculnya perilaku oportunis dan agenda yang tersembunyi. 

Sedangkan dari sudut pandang hukum sama sekali tidak melihat dari sudut 

padanag ideologi kepartaian, tapi hanya mensyaratkan terpenuhinya kuota 15 % 

kursi untuk dapat mengajukan calon Kepala Daerah (Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004  Pasal 59 ayat 2). Kesenjangan antara politik dan hukum ini 

menyebabkan beragamnya koalisi di berbagai kabupaten/kota dan provinsi. Selain 

itu partai politik jua bisa saling dikombinasikan dengan bentuk apa pun, dengan 

warna apa pun dan akhirnya juga akan menyulitkan sinkronisasi kebijakan dan 

konsolidasi pemerintahan di daerah serta pusat dan daerah. Sebab, peta politik 

kekuasaan akan berbeda di setiap daerah. 

Partai PAN sebagai partai penggagas koalisi KRJ dalam Anggaran Rumah 

Tangga Pasal 64 mengenai ”Hubungan dan Kerjasama dengan Partai Politik Lain” 

disebutkan bahwa: 

1) Dewan pimpinan partai dapat menjalin hubungan dan kerjasama dengan parai 

politik lain untuk mencapai tujuan bersama dalam rangka memperjuangkan 

aspirasi dan kepentingan rakyat; 

2) Hubungan dan kerjasama dengan partai politik lain diwujudkan dalam bentuk 

koalisi untuk kepentingan Pemilihann Presiden dan Wakil Presiden, Pilkada 

Gubernur dan wakil Gubernur, Pilkada Bupati dan Wakil Bupati atau 

Walikota dan Wakil Walikota, atau untuk kepentingan pemilihan pimpinan 

DPR/DPRD dan atau Fraksi gabungan di DPRD Provinsi dan atau DPRD 

Kabupaten/Kota; 

3) Ketentuan mengenai hubungan dan kerjasama dengan partai politik lain 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam suatu 
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perjanjian atau nota kesepakatan untuk waktu tertentu dan ditetapkan dalam 

Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat. 

Sedangkan di dalam Partai Golkar diatur dalam Anggaran Dasar Pasal 29 ayat 1; 

Partai Golkar dapat menjalin hubungan dan kerjsama dengan partai politik lain 

untuk mencapai tujuan bersama dalam rangka memperjuangkan aspirasi dan 

kepentingan rakyat.  

Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) adalah pegangan 

sekaligus pedoman dalam menjalankan tugas-tugas kepartaian. Dari kedua 

AD/ART partai diatas dalam rangka menjalin hubungan dan kerjasama dengan 

partai politik khususnya dalam koalisi, Partai PAN dan Golkar menganut koalisi 

bebas dan tidak memasukan persyaratan adanya kesamaan ideologi dan platform 

politik. Koalisi semacam ini tentunya akan menyulitkan sinkronisasi kebijakan 

dan konsolidasi pemerintahan antar daerah. Sebab, peta kekuasaan politik akan 

berbeda di setiap daerah. Meskipun struktur kepartaian di daerah merupakan 

kepanjangan tangan struktur partai di tingkat nasional, seringkali pola kolaisi dan 

kerja sama partai-partai di DPRD kabupaten atau Kota yang satu dengan yang lain 

di provinsi yang sama cenderung berbeda-beda. Seperti tampak di Provinsi DIY. 

Di Kota Yogyakarta, PAN berkoalisi dengan Golkar dan berhadapan dengan 

koalisi PDI-P, PPP, dan PKS, akan tetapi di Kulon Progo (salah satu Kabupaten di 

DIY), PAN dapat berkoalisi dengan PDI-P dan berhadapan dengan Golkar dalam 

Pilkada di Kolon Progo. Fakta-fakta inilah yang kemudian menyebabkan koalisi 

yang dibangun adalah koalisi pragmatis.  

Ditinjau dari prespektif politik berdasarkan tipologi ideologi kepartaian 

yang ditawarkan Kuskrido Ambardi (2009: 183) bangunan koalisi KRJ cenderung 
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mengarah pada terbentuknya koalisi cair. Kuskrido Ambardi (2009: 143) 

menggolongkan Partai PAN adalah partai yang beridelogikan partai pluralis dan 

berbasis Muslim sedangkan Partai Golkar adalah partai sekuler nasionalis. 

Gabungan antara ideologi pluralis muslim dengan sekuler nasionalis merupakan 

penggabungan yang secara teori harusnya sulit diwujudkan. Kedua ideologi ini 

saling berseberangan. Selain itu basis masanya pun juga berbeda. Dengan 

demikian kecairan ideologi yang terjadi dalam koalisi antara PAN-Golkar dalam 

Pilkada Kota Yogyakarta memperkuat pola-pola koalisi cair dalam sistem 

kepartaian di Indonesia.  

Dari sudut pandang strategi partai, langkah yang diambil Golkar 

merupakan sebuah strategi politik yang tepat. Golkar mampu bertindak strategik 

dengan kesediaanya untuk berkoalisi dengan Partai PAN. Selain berhasil 

memenangkan Pilkada, Partai Golkar juga berhasil menempatkan kadernya 

(Haryadi Sayuti) sebagai wakil Herry Zudianto. Dengan ini Partai Golkar 

memperoleh dua keuntungan; pertama, pamor pencitraan partai Golkar menjadi 

terangkat, dan kedua, jabatan Wakil Walikota yang diduduki oleh Hariyadi Sayuti 

merupakan investasi politik yang sangat menguntungkan bagi Golkar. Hal ini 

dikarenakan Golkar dan Hariyadi Sayuti memperoleh pengalaman kerja selama 

lima tahun dalam pemerintahan mendampingi H.Hery Zudianto. Tentunya 

pengalaman kerja ini merupakan modal politik yang sangat menguntungkan untuk 

maju dalam Pilkada Kota Yogyakarta 2014.  

Ada beberapa temuan dalam Pilkada Kota Yogyakarta; Pertama pasangan 

Walikota dan Wakil Walikota 2001-2006 incumbent (H. Herry Zudianto, SE, Akt, 
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MM - H.M. Syukri Fadholi) tidak berada dalam satu pasangan calon lagi. H. 

Herry Zudianto, SE, Akt, MM memilih berpasangan dengan Drs. H. Haryadi 

Suyuti dan Dr. Med. dr. H. Widharto, PH, SPFK berpasangan dengan H.M. 

Syukri Fadholi, SH. Kedua, dua parpol PDIP dan PPP yang dalam sejarah 

perpolitikan selalu bersitegang bergabung dalam Koalisi Merah Putih bersama 

dengan PKS. Keberadaan PKS dalam koalisi tersebut juga di luar perkiraan. Hal 

ini mengingat PKS adalah partai berideologikan Islam yang sangat kuat. 

Koalisi Rakyat Jogja (KRJ) adalah koalisi antara Partai PAN dengan 

Golkar, dimana koalisi ini adalah Koalisi pemenang Pilkada Kota Yogyakarta 

2006. Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap sejumlah informan yang 

terlibat dalam proses pembuatan kebijakan koalisi ini, setidaknya ada tiga tujuan 

dari koalisi ini yaitu: 

1) mencari dukungan politik 

Walaupun pada waktu itu banyak yang memprediksikan bahwa Herry 

Zudianto dipastikan memenangkan Pilkada. Prediksi tidak muncul begitu saja. 

Tetapi dikarenakan Herry Zudianto sebagai incumbent, dan figur walikota 

yang sudah berhasil menanam investasi politik sangat baik. Selama 

kepemimpinannya, Herry tidak pernah membuat kebijakan yang kontroversial. 

Pemerintah kota Yogyakarta beberapa kali memenangkan penghargaan  

nasional, salah satunya e-government. Banyak juga kebijakan yang responsif 

terhadap aspirasi rakyat dan tidak sedikit pula langkah-langkahnya yang 

langsung dirasakan manfaatnya oleh warga kota dari berbagai lapisan.  
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Namun hal tersebut tidak membuat Partai PAN menutup pintu untuk 

berkoalisi dengan partai lain. Koalisi yang diawali dari inisiatif Partai PAN ini 

dimaksudkan untuk mencari mitra dalam pembangunan Kota Yogyakarta. 

Partai PAN menyadari bahwa membangun Kota Yogyakarta tidak bisa 

dibebankan hanya kepada satu pihak saja (Herry Zudianto), tetapi harus 

dilakukan secara bersama-sama. 

2)  pemenangan Pilkada  

Tujuan dari koalisi ini adalah untuk pemenangan Pilkada. Jabatan Kepala 

Daerah (Walikota) merupakan jabatan tertinggi di Kota Yogyakarta. Oleh 

karena itu Partai PAN dengan segala kekuatan yang dimiliki akan berusaha 

untuk memenangkannya. Salah satunya dengan membangun Koalisi Rakyat 

Jogja. 

3) mengawal (menjaga) jalannya pemerintahan H. Herry Zudianto-Hariyadi 

Sayuti.   

Untuk menjaga dan mengawal pemerintahan memerlukan dukungan-

dukungan dari berbagai elemen masyarakat, khususnya dukungan dari partai 

partai politik. Dukungan dari partai politik terutama didalam DPRD 

merupakan syarat yang penting untuk menciptakan efektifitas pemerintahan. 

Oleh karena itu, Partai PAN membutuhkan mitra-mitra politik, dan 

diwujudkan dalam koalisi. Hal ini dapat dilihat pada koalisi yang dibangun 

oleh PAN. Partai PAN membangun dua koalisi, pertama adalah  Koalisi 

Rakyat Jogja/KRJ yang terdiri dari PAN, Golkar dan Partai Demokrat. 

Koalisi ini adalah koalisi yang bangun oleh partai-partai yang mempunyai 
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kursi di DPRD Kota Yogyakarta, Kedua, Koalisi Pelangi Mataram yang terdiri 

dari Partai Marhaenisme, Partai Pelopor, Partai Nasional banteng 

Kemerdekaan (PNBK), Partai Persatuan Daerah (PPD), Partai Keadilan dan 

Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD) Partai 

Patriot Pancasila dan Partai Damai Sejahtera (PDS). Koalisi Pelangi Mataram 

adalah Koalisi partai non-parlemen. 

Dari dua bangunan koalisi ini dapat dimaknai adanya perasaan was-was atau 

ketakutan Partai PAN dalam mengawal pemerintahan H. Herry Zudianto. 

Mengingat PAN ketika itu hanya mempunyai 9 kursi di DPRD. Dengan 

menggunakan kalkulasi perhitungan jumlah kursi maka 9 kursi PAN dari 

keseluruhan 35 Kursi berarti jumlah tersebut adalah kekuatan minoritas 

terlebih apabila dalam pengambilan keputusan harus dengan votting. Partai 

PAN menyadari hal tersebut maka PAN membuka pintu koalisi selebar 

mungkin dengan dikerangkai visi dan misi membangun Kota Yogyakarta.  

Mengacu pada klasifikasi koalisi yang ditawarkan Arend lijphart, maka 

koalisi yang digagas oleh Partai PAN termasuk dalam koalisi pas terbatas 

(minimal winning coalition). Koalisi pas terbatas (minimal winning coalition) 

dimana prinsip dasarnya adalah mendapatkan dukungan mayoritas sederhana 

diparlemen. Jumlah partai yang berkoalisi dibatasi hanya untuk mencapai 

dukungan mayoritas sederhana. Selain itu pembentukan koalisi berkisar pada 

upaya memenangi persaingan berdasarkan kuantitas dan kemenangan di dewan 

akan ditentukan oleh suara terbanyak. Hal ini dapat terlihat dari kebijakan Partai 

PAN yang membuka pintu lebar untuk semua partai yang berkeinginan untuk 
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berkoalisi bersama. Hal ini disebabkan, dalam periode 2004-2009 PAN hanya 

memperoleh 9 Kursi dari total 35 Kursi di DPRD Kota Yogyakarta atau hanya 

sekitar 25 %. Perolehan 9 kursi ini merupakan kekuatan yang minoritas, apalagi 

jika nantinya terjadi konflik politik antara Walikota dan DPRD. Oleh karena itu, 

Partai PAN menggandeng Partai Golkar yang memiliki 5 Kursi (14%). Kalkulasi 

jumlah dari gabungan dua partai ini mencapai 39%. Disini Partai PAN melihat 

bahwa mayoritas sederhana di DPRD belumlah tercapai. Di hari-hari akhir 

penetapan Calon, akhirnya PAN menggandeng Partai Demokrat. Pengikutsertaan 

partai Demokrat ini dapat dilihat sebagai strategi politik yang sangatlah pragmatis 

dari PAN. Mengingat Partai Demokrat ketika itu, mengalami perpecahan di dalam 

tubuh internal partai, dimana terdapat dua kubu didalam tubuh partai yaitu Partai 

Demokrat (versi Mirwan) yang ikut dalam Koalisi KRJ dan Partai Demokrat 

(versi Setya Wibrata) yang mengajukan Calon sendiri dalam Pilkada Kota 

Yogyakarta 2006. Dengan bergabungnya Partai Demokrat yang memiliki 

kekuatan 4 Kursi atau 11% maka tujuan partai PAN untuk mencapai mayoritas 

sederhana di DPRD sudah terwujud. Tentunya dukungan-dukungan ini sangatlah 

dibutuhkan oleh Walikota terpilih untuk menyetujui kebijakan-kebijakannya. 

 

b. Efektivitas Koalisi Partai PAN dengan Partai Golkar Dalam Pilkada 

Kota Yogyakarta 2006 

Amandemen UUD 1945 mengandung spirit pengembalian kedaulatan 

rakyat kemudian dijabarkan dalam wujud pemberian hak-hak politik rakyat secara 

langsung sebagaimana termanifestasikan dalam sistem pemilihan Presiden dan 
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Pemilihan Kepala Daerah secara langsung. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang 

berbunyi ”Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing kepala pemerintahan 

daerah propinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis” menjadi landasan 

bagi berlakunya pemilihan Kepala Daerah secara secara langsung di seluruh 

daerah. Artinya pemilihan Kepala Daerah secara secara langsung sebagai 

pemberian ruang partisipasi yang seluas-luasnya kepada rakyat untuk terlibat 

dalam proses pengambilan keputusan penting di bidang politik dan pemerintahan.  

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

Pasal 59 Ayat 2 menyatakan: ”Pasangan calon peserta Pilkada harus didaftarkan 

oleh partai politik (parpol) atau gabungan parpol yang minimal memiliki 15 

persen dari jumlah kursi DPRD atau 15 persen dari jumlah perolehan suara sah 

dalam pemilu anggota DPRD di daerah itu”. Dengan jumlah partai yang begitu 

banyak maka akan sangat sulit bagi partai untuk memenuhi ketentuan tersebut, 

oleh karena itu koalisi merupakan alternatif solusi yang dapat diambil oleh parpol 

dalam rangka mencalonkan wakilnya untuk menduduki kursi Kepala Daerah. 

Dengan demikian berdasarkan hasil Pemilu legislatif tahun 2004, hanya ada partai 

politik yang dapat memenuhi kuata 15 % kursi untuk maju dan mencalonkan 

kader mereka dalam Pilkada Kota Yogyakarta 2006.  
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Tabel 20 

Peta Politik Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2004 

NO. PARTAI POLITIK 
PEROLEHAN 

KURSI 

% 

KURSI 

PEROLEHAN 

SUARA 
% SUARA 

KETERANGAN 

PENCALONAN 

1. PDIP 11 31,43% 60.469 26,87% Bisa Mandiri 

2. PAN 9 25,71% 52.174 23,18% Bisa Mandiri 

3. PKS 5 14,29% 24.193 10,75% Harus Bergabung 

4. P. Golkar 5 14,29% 23.194 10,31% Harus Bergabung 

5. P. Demokrat 4 11,43% 19.834 8,81% Harus Bergabung 

6. PPP 1 2,86% 13.096 5,82% Harus Bergabung 

7 18 Partai lainnya 0 0% 32.099 14 % Harus Bergabung 

 Jumlah 35 100 % 225.059 100%  

Sumber: KPUD Kota Yogyakarta 2011 

Dalam realitasnya, pada masa pendaftaran terdapat 3 (tiga) pasangan calon yang 

mendaftarkan diri, masing-masing : H. Herry Zudianto, SE, Akt, MM dan Drs. H. 

Haryadi Suyuti diusulkan oleh Partai Amanat Nasional, Partai Golkar, dan Partai 

Demokrat (versi Mirwan) dengan mengatasnamakan Koalisi Rakyat Jogja (KRJ). 

Selanjutnya Pasangan calon Ir. Nurcahyo R. Honggowongso dan H.M. Syukri 

Fadholi, SH diusulkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai 

Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Pembangunan dengan mengatasnamakan 

Koalisi Merah Putih (KMP). Sedangkan pada detik-detik akhir, pasangan calon H. 

Endang Darmawan dan F. Setya Wibrata, SE juga mendaftarkan diri sebagai 

pasangan calon Walikota & Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Demokrat 

(versi Setya Wibrata), Partai Syarikat Indonesia, Partai Bulan Bintang, Partai 

Kebangkitan Bangsa, Partai Bintang Reformasi, Partai Karya Peduli Bangsa, 

Partai Merdeka, Partai Penegak Demokrasi Indonesia dengan mengatasnamakan 

Koalisi Jogja Bersatu (KJB). KMP melakukan perubahan peta komposisi 
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pasangan calon. Jika semula Ir. Nurcahyo R. Honggowongso dan H.M. Syukri 

Fadholi, SH berpasangan, kemudian pasangan itu berubah menjadi calon Walikota 

Dr. Med. dr. H. Widharto, PH, SPFK dan calon Wakil Walikota H.M. Syukri 

Fadholi, SH. Sedangkan untuk pasangan calon yang diusung oleh KJB 

mengundurkan diri dari Pilkada 2006. 

Pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Kota Yogyakarta dilaksanakan 

serentak diseluruh wilayah  kota Yogyakarta pada hari Minggu, tanggal 26 

Nopember 2006. Berdasarkan sidang pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara 

tingkat kota dilaksanakan pada tanggal 30 Nopember 2006 di Pendopo Balaikota, 

dihasilkan: 

Tabel 21 

Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon 

No. Nama Pasangan Calon Jumlah Suara Prosentase 

1. Dr. Med. dr. H. Widharto PH, SpFK 

dan HM. Syukri Fadholi, SH 

69.844  38,47% 

2. H. Herry Zudianto, SE, Akt, MM dan 

Drs. H. Haryadi Suyuti 

111.700 61,53% 

 Sumber: KPUD Kota Yogyakarta 2011 

Kemenangan Koalisi Rakyat Jogja yang mengusung pasangan H. Herry 

Zudianto, SE, Akt, MM dan Drs. H. Haryadi Suyuti dalam Pilkada Kota Yogyakarta 

2006 sungguh tidak mengagetkan. Pasangan Herry-Haryadi bahkan  bisa dikatakan 

sudah menang sebelum bertanding jauh hari sebelum pilkada dilaksanakan. 

Faktor-faktor penting yang menjadi penyebab kemenangan ini diantaranya adalah; 

Pertama, harus diakui bahwa kemenangan pasangan yang diusung Koalisi 

Rakyat Jogja (KRJ) ini sebenarnya adalah kemenangan Herry Zudianto sendiri. 
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Tanpa bermaksud mengecilkan peran dan kontribusi Haryadi Suyuti sebagai calon 

wakil walikota, secara jujur bisa dikatakan bahwa siapapun calon yang dipilih 

Herry untuk menjadi wakilnya, kemenangan pastilah berada di pihaknya. 

Seandainya saja partai-partai politik lain bertindak lebih strategik, seharusnya 

mereka lebih memilih menempatkan calon mereka sebagai wakil Herry ketimbang 

harus maju melawannya.  

Faktor kedua yang memberi kontribusi bagi kemenangan Herry adalah 

kenyataan bahwa sebagai “incumbent”, Herry Zudianto adalah figur walikota 

yang sudah berhasil menanam investasi politik sangat baik. Selama 

kepemimpinannya, Herry tidak pernah membuat kebijakan yang kontroversial. 

Pemerintah kota Yogyakarta beberapa kali memenangkan penghargaan  nasional. 

Banyak juga kebijakan yang responsif terhadap aspirasi rakyat dan tidak sedikit 

pula langkah-langkahnya yang langsung dirasakan manfaatnya oleh warga kota 

dari berbagai lapisan. 

Faktor ketiga yang berpengaruh terhadap kemenangan pasangan Herry-

Haryadi adalah efektifitas mesin-mesin partai yang tergabung dalam KRJ. 

Kombinasi antara PAN dan Golkar serta strategi kampanye yang fokus pada aksi 

nyata dan ekspose media memiliki peran penting bagi kemenangan pasangan 

calon usungan KRJ. Selain itu dibangunnya Gardu Informasi di hampir semua 

TPS Kota Yogyakarta sangat efektif untuk mengetahui keinginan dan aspirasi 

masyarakat. Dari sinilah sumber-sumber materi disusun sebagai bahan kampenye 

pasangan Herry-Haryadi.  
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Kemenangan koalisi Partai PAN-Golkar merubah peta perpolitik Kota 

Yogyakarta. Hal ini dikarenakan keberhasilan dari Koalisi Partai PAN-Golkar 

dalam memenangkan Calon Walikota, meskipun partai PAN-Golkar bukan 

pemenang Pemilu Legislatif di Kota Yogyakarta. Kemenangan Calon yang 

diusung oleh bukan partai pemenang Pemilu Legislatif ini kemungkinan 

menunjukkan terjadinya gejala split ticket voting dalam perilaku pemilih di 

Indonesia (Kajian Bulanan LSI Edisi 03: 2007). Yakni suatu gejala dimana 

pemilih memilih partai yang berbeda untuk tingkatan pemilihan yang berbeda 

mulai dari pemilihan langsung untuk Legislatif, Presiden hingga Pilkada. 

Misalnya untuk Pemilu Legislatif, seseorang memilih Partai X, untuk Pemilu 

Presiden memilih calon presiden dari Partai Y, sementara untuk Pilkada seseorang 

memilih calon yang diusung oleh Partai Z, dan seterusnya.  

Pilkada Kota Yogyakarta juga tidak terlepas dari adanya fenomena Golput. 

Dari sejumlah 358.064 orang pemilih yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih 

Tetap) yang menggunakan hak pilihnya hanya 53,32% yaitu 190.921 orang, 

sedangkan yang tidak menggunakan hak pilihnya atau golput sejumlah 46,68% 

yakni 167.143 orang. Angka tersebut cukup mengejutkan sebab sangat jauh 

berbeda dengan tingkat partisipasi pemilih pada pemilu legislatif maupun Pilpres 

yang berkisar antara 74%-78%. 

 

 

 



170 
 

Tabel 22 

Partisipasi Pemilih 

No. Pemilih Jumlah Prosentase 

1. Pemilih dalam DPT 358.064 100% 

2. Pemilih yang menggunakan hak pilih 190.921 53,32% 

3. Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih 167.143 46,68% 

   Sumber: KPUD Kota Yogyakarta 2011 

Meskipun tingkat partisipasi pemilih rendah tidak menyebabkan hasil pilkada 

batal atau tidak sah. Tidak ada korelasi antara partispasi publik dengan legitimasi 

Pilkada. Adapun faktor-faktor yang paling banyak menyumbang rendahnya 

partisipasi pemilih adalah persoalan kependudukan. Artinya banyak penduduk 

kota Jogja yang secara administratif masih terdaftar sebagai penduduk tetapi 

secara faktual sudah tidak bertempat tinggal lagi di Kota Jogja. Alasan tersebut 

dapat dibuktikan berdasarkan laporan PPS dari seluruh wilayah se-Kota 

Yogyakarta, bahwa banyak kartu pemilih yang kembali. PPS dan KPPS berupaya 

sungguh-sungguh untuk menyampaikan kartu pemilih tersebut kepada pemilih 

yang bersangkutan tetapi sejumlah pemilih sudah tidak menempati alamat yang 

tertera di Kartu Pemilih tersebut.  Sehingga sesuai dengan instruksi dari KPUD 

bahwa kartu pemilih yang tidak sampai ke tangan pemilih tidak boleh dititipkan 

kepada orang lain dan harus dikembalikan ke KPUD agar tidak disalahgunakan 

oleh orang yang tidak berhak. Dengan demikian kesalahan terletak pada KPUD 

yang kurang melakukan sosialisasi dan ketidakakuratnya pendataan pemilih. 
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Tabel 23 

Data Partisipasi Pemilih Per-Kecamatan 

 

KECAMATAN 
PEMILIH 

TERDAFTAR 

PEMILIH YANG 

MENGGUNAKAN 

HAK PILIHNYA 

PEMILIH YANG TIDAK MENGGUNAKAN 

HAK PILIH 

KARTU PEMILIH 

KEMBALI 
GOLPUT MURNI 

KOTAGEDE 24.050  14.581  60,63%     3.802  15,81%     5.667  23,56% 

PAKUALAMAN 9.612  5.273  54,86% 2.451  25,50% 1.888  19,64% 

UMBULHARJO 54.357  28.566  52,55% 10.973  20,19% 14.818  27,26% 

MANTRIJERON 29.908  16.882  56,45% 7.527  25,17% 5.499  18,39% 

KRATON 19.515  10.969  56,21% 4.392  22,51% 4.154  21,29% 

MERGANGSAN 28.448  15.290  53,75% 6.330  22,25% 6.828  24,00% 

GONDOMANAN 13.226  7.660  57,92% 1.905  14,40% 3.661  27,68% 

NGAMPILAN 16.296  9.055  55,57% 3.143  19,29% 4.098  25,15% 

WIROBRAJAN 23.423  12.974  55,39% 4.346  18,55% 6.103  26,06% 

TEGALREJO 30.461  17.118  56,20% 4.894  16,07% 8.449  27,74% 

JETIS 25.599  13.127  51,28% 7.437  29,05% 5.035  19,67% 

GEDONGTENGEN 19.759  10.237  51,81% 5.297  26,81% 4.225  21,38% 

DANUREJAN 19.341  10.149  52,47% 5.263  27,21% 3.929  20,31% 

GONDOKUSUMAN 44.069  19.040  43,20% 16.839  38,21% 8.190  18,58% 

JUMLAH 358.064  190.921  53,32% 84.599  23,63% 82.544  23,05% 

Sumber: KPUD Kota Yogyakarta 2011 

Walaupun tingkat golput dalam Pilkada Kota Yogyakarta begitu tinggi 

namun setidaknya ada 2 aspek yang dapat dilihat sebagai bukti bahwa hasil 

pilkada legitimit yaitu aspek yuridis dan sosiologis (KPUD Kota Yogyakarta, 

2007: 162).  

Pertama, dilihat dari aspek hukum tatanegara tingginya angka golput tidak 

berpengaruh terhadap legitimasi Walikota dan Wakil Walikota yang 

terpilih sebab mekanisme demokrasi tidak dilihat dari hasil tapi dari 

proses. Ketika seluruh proses dan tahapan pilkada sudah sesuai dengan 

aturan dan prosedur yang berlaku dan tidak memiliki cacat hukum maka 

hasil pilkada telah sah dan legitimit. Secara legalitas formal bisa 

dibuktikan dengan tidak adanya gugatan hukum terhadap hasil pilkada 

yang diajukan ke pengadilan.  

Kedua, secara sosiologis tidak ada penolakan dari masyarakat terhadap 

Kepala Daerah yang terpilih, misalnya ketika pelantikan Walikota dan 

Wakil Walikota tidak ada aksi unjuk rasa/demonstrasi yang menentang 
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acara pelantikan tersebut. Hal tersebut membuktikan bahwa masyarakat 

mendukung dan memberikan respon positif terhadap Kepala Daerah yang 

terpilih. Dengan demikian kedua indikator tersebut sudah menegaskan 

bahwa hasil pilkada kota Jogja memiliki basis legitimasi yang kuat. 

 

Walaupun koalisi yang dibangun antara Partai PAN dan Golkar cenderung cair 

dan pragmatis, akan tetapi kinerja kedua partai ini selama masa persiapan dan 

penyelenggaraan Pilkada mampu bekerja sama dengan solid dan efektif. Hal ini 

terbukti dengan kemenangan yang diperoleh pasangan Harry Zudianto dengan 

Hariyadi Suyuti. Kefektifan ini terlihat selama masa persiapan dan 

penyelenggaraan Pilkada. Dalam tahapan persiapan Pilkada, kedua partai ini 

berhasil mendialogkan perbedaan diantara kedua partai ini, khususnya dalam 

ideologi. Perbedaan ideologi ini mampu ditekan dengan kerangka pembangunan 

Kota Yogyakarta yang lebih baik. Salah satu hasil dari dialog ideologi ini adalah 

dipasangkannya kader Partai PAN Herry Zudianto dengan kader Partai Golkar, 

Hariyadi Sayuti. Dalam tahapan penyelenggaraan Pilkada (kampanye-pemungutan 

suara) gabungan partai ini mampu menyusun strategi politik yang sistematis dan 

juga mampu menggerakan mesin-mesin partai sampai tingkat yang paling bawah. 

Hasilnya koalisi ini dapat mempertahankan basis konsituennya bahkan mampu 

meningkatkan perolehan suara dengan mengalahkan Partai PDI-P, partai 

pemenang Pemilu Legislatif tahun 2004 di Kota Yogyakarta. 
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c. Efektifitas Koalisi Partai PAN dengan Partai Golkar Dalam 

Pemerintahan Kota Yogyakarta 

Efektifitas pemerintahan daerah setidaknya-tidaknya ditandai oleh 

pencapaian tujuan pemerintah daerah sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah. 

Untuk dapat efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah 

harus mampu meyakinkan DPRD untuk menyetujui rancangan Perda dan 

nonPerda sebagai operasionalisasi visi dan misi. Agar efektif melaksanakan 

pemerintahan, seorang Kepala Daerah memerlukan dukungan dari DPRD. 

Koalisi antara Partai PAN dan Golkar merupakan koalisi pemenang 

Pilkada Kota Yogyakarta 2006. Dipembahasan sebelumnya telah dijelaskan 

bahwa kinerja antar Partai PAN dengan Golkar dalam rangka pemenangan 

Pilkada sangatlah efektif. Kedua partai mampu bersinergis menggerakan mesin-

mesin partai dengan mampu mengalahkan partai PDI-P selaku pemenang Pemilu 

legislatif 2004 Kota Yogyakarta dan kompetitor utama dalam Pilkada Kota 

Yogyakarta 2006. Partai PAN dan Golkar juga berkomitmen melanjutkan koalisi 

ini dalam tubuh dewan untuk mengawal dan menjaga Herry Zudianto dalam tata 

pelaksanaan pemerintahan Kota Yogyakarta. 

Komitmen Partai PAN dan Golkar untuk melanjutkan koalisi ke dalam 

DPRD merupakan komitmen yang perlu digarisbawahi. Mengingat komitmen ini 

tanpa disertai dengan perjanjian-perjanjian tertulis mengenai bagaimana koalisi ini 

bekerja di DPRD Kota Yogyakarta. Untuk mengetahui bagaimana partai politik 

bekerja di DPRD adalah dengan melihat kinerja Fraksi. 
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AD/ART PAN Pasal 63 ayat 3 menyatakan bahwa; ”Fraksi merupakan alat 

perjuangan partai di lembaga legislatif dan berfungsi memperjuangkan dan 

mewujudkan kebijakan-kebijakan partai di lembaga legislatif melalui akselerasi, 

dinamisasi dan optimalisasi program partai di bidang-bidang tertentu guna 

mencapai tujuan partai”. Penjelasan ini tidak jauh berbeda dalam Partai Golkar. 

Dalam AD/ART nya Pasal 27 ayat 2 bahwa; Fraksi adalah Badan Pelaksana 

Kebijakan Partai GOLKAR di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 

Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota 

dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat dalam rangka 

mewujudkan tujuan nasional”.  

Di dalam DPRD Kota Yogyakarta terdapat lima Fraksi, yaitu Fraksi PDI-P 

(gabungan antara Partai PDI-P dengan Partai Gerindra), Fraksi Partai Demokrat, 

Fraksi PAN (Gabungan antara Partai PAN dengan Partai PPP), Fraksi PKS, dan 

terakhir adalah fraksi Partai Golkar. Dalam pembentukan Fraksi tersebut, terdapat 

ketidaksingkronan dengan pola koalisi Pilkada Kota Yogyakarta 2006, khususnya 

dalam tubuh fraksi PAN.  

Fraksi PAN adalah salah satu Fraksi dalam DPRD Kota Yogyakarta. 

Fraksi ini gabungan Partai PAN dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan 

memiliki tujuh anggota, lima dari Partai PAN dan dua dari PPP. Partai PPP secara 

administrasi tidak memenuhi kuota untuk mendirikan Fraksi tersendiri. Karena itu 

Partai PPP harus bergabung dengan Partai lain. Akan tetapi, gabungan antara 

Partai PAN dan Partai PPP dalam tubuh Fraksi PAN merupakan kejanggalan 
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kebijakan Partai PAN dan juga Partai PPP. Hal ini mengingat dalam Pilkada 2006, 

kedua partai ini saling bersaing, dimana kedua berada dalam koalisi yang berbeda. 

Partai PAN berkoalisi dengan Golkar sedangkan Partai PPP dengan PDI-P serta 

PKS. Alasan kedua partai ini bersedia tergabung dalam satu Fraksi adalah upaya 

untuk mempermudah melakukan koordinasi dalam kegiatan dan program 

kepartaian. Hal ini dikarenakan ada kesamaan ideologi dan platform dari kedua 

partai. Akan tetapi peneliti melihat ini sebagai langkah politik yang pragmatis 

terutama dari Partai PAN guna menguatkan posisi partai dalam tubuh DPRD. Hal 

ini mengingat perolehan jumlah kursi PAN menurun dari 9 Kursi (2004-2009) 

menjadi 5 Kursi (2009-2014).      

Harmonisasi hubungan antara Kepala Daerah (Walikota) dengan DPRD 

dalam kontek tata laksana penyelenggaraan pemerintah di daerah ikut menentukan 

terciptanya situasi yang kondusif bagi keberhasilan program-program 

pembangunan daerah. Keberhasilan ini diawali dengan keikutsertaan DPRD 

dalam praperencanaan setiap rancangan kebijakan-kebijakan daerah. Dalam 

kontek pemerintahan Kota Yogyakarta, Partai PAN dan Golkar menjalankan 

fungsi legislasi melalui Fraksi-Fraksinya di DPRD. Fraksi PAN dan Golkar 

seharusnya mempunyai posisi yang lebih tinggi dibanding dengan Fraksi-fraksi 

lainnya karena kedua partai ini adalah koalisi partai pemenang. Walikota 

Yogyakarta dijabat oleh Hery Zudianto dimana beliu adalah kader dari Partai 

PAN. Mengenai mekanisme kerja dan hubungan kerjasama diantara keduanya 

sudah diatur dalam AD/ART PAN Pasal 63 ayat 1 bahwa:  
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keputusan dan kebijakan politik yang berpengaruh kepada masyarakat dan 

pemerintah yang akan ditetapkan oleh Fraksi PAN di lembaga legislatif 

dan kader PAN di lembaga eksekutif dalam setiap tingkatan wajib 

dilakukan koordinasi secara struktural dan fungsional untuk selanjutnya 

diproses melalui mekanisme pengambilan keputusan di partai. 

dan Pasal 63 ayat 3 yang menyebutkan bahwa: ”Dalam Proses pembuatan 

kebijakan dan keputusan politik oleh eksekutif PAN di semua tingkatan wajib 

dilakukan koordinasi dengan partai dan Fraksi PAN dalam lembaga legislatif 

disemua tingkatan”. Akan tetapi realitas hubungan kerjasama antara Walikota 

dengan Fraksi PAN dan Fraksi Golkar selaku partai pengusung tidak melakukan 

mekanisme sebagai mana yang tertulis dalam AD/ART partai.  

Untuk melihat hubungan kemitraan antara Walikota dengan partai koalisi 

pengusung dalam DPRD Kota Yogyakarta, peneliti mengacu pada Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman 

Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 19 

ayat (1) bahwa DPRD mempunyai fungsi: legislasi; anggaran; dan pengawasan. 

Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam 

membentuk Peraturan Daerah bersama Kepala Daerah. Fungsi anggaran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam menyusun dan 

menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah. Fungsi pengawasan diwujudkan 

dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, peraturan 

daerah, Keputusan Kepala Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah 

Daerah. 
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1) Hubungan Dalam Konteks Legislasi 

Dalam kontek legislasi, pembentukan peraturan daerah diawali dengan 

perencanaan yang matang melalui program penentuan skala prioritas, yang 

dikenal dengan Program Legislasi Daerah (Prolegda). Program Legislasi Daerah 

merupakan instrumen perencanaan pembentukan peraturan daerah yang memuat 

skala prioritas dengan jangka waktu tertentu yang disusun secara berencana, 

terpadu dan sistematis oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sesuai dengan 

perkembangan kebutuhan masyarakat. Dalam Program Legislasi Daerah sudah 

dapat diketahui visi misi, latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin 

diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek atau arah pengaturan suatu Rancangan 

Peraturan Daerah. 

Dilihat dari Perda yang dihasilkan oleh DPRD Kota Yogyakarta cukup 

banyak. Pada tahun 2006 menghasilkan Perda sebanyak 11 Perda, tahun 2007 

sebanyak 8 Perda, tahun 2008 sebanyak 11 Perda, tahun 2009 sebanyak 25 Perda 

dan tahun 2010 sebanyak 10 Perda. Dari sejumlah Perda tersebut, semuanya 

berasal dari usulan eksekutif, tidak ada satu pun perda yang bersal dari inisiatif 

dewan. Padahal DPRD mempunyai hak dan wewenang mengusulkan Raperda. 

Tetapi peluang ini belum dimanfaatkan oleh anggota dewan khususnya anggota 

dari Partai PAN dan Golkar. Karena inisiatif draf Raperda masih sangat 

didominasi datang dari Walikota (eksekutif), sedang Fraksi PAN dan Golkar 

(dewan) belum mengoptimalkan penggunaan hak inisiatifnya, maka agenda 

persoalan yang diperdakan murni versi eksekutif. Konsekuensinya, sebuah Perda 

sangat mungkin tidak aspiratif bagi Fraksi ataupun DPRD. 
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Mayoritas Raperda yang selalu datang dari Walikota, peneliti berpendapat 

hal ini dipengaruhi oleh hal; pertama,  rendahnya kapasitas individu anggota di 

tubuh partai dan fraksi dan kedua, Herry Zudianto selaku walikota berani 

melakukan inovasi-inovasi dalam jalannya pemerintahan, sehingga tidak terjebak 

dalam kegiatan-kegitan rutin protokoler Pemda. Sebagai contoh Peraturan Daerah 

Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025. Adanya Perda 

tersebut menjadi acuan bagi Walikota dalam melakukan Rencana Aksi Daerah 

untuk kemudian Perda Nomor 1 Tahun 2007 diperinci melalui; 

1. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor:  557/Kep/2007 Tentang Rencana 

Aksi Daerah Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya Kota Yogyakarta 

Tahun 2007-2011 

2. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor  558/Kep/2007 Tentang Rencana 

Aksi Daerah Mewujudkan Pendidikan Berkualitas Kota Yogyakarta Tahun 

2007-2011 

3. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 601 Tahun 2007 Tentang Rencana 

Aksi Daerah Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Dalam Mewujudkan 

Pemerintahan yang Bersih Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011 

4. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 602/Kep/2007 Tentang Rencana Aksi 

Daerah Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Mewujudkan Tata 

kelola Pemerintahan yang Baik Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011 
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5. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 603/Kep/Tahun 2007 Tentang 

Rencana Aksi Daerah Mewujudkan Yogyakarta Kota Sehat Kota Yogyakarta 

Tahun 2007-2011 

6. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor  616/Kep/2007 Tentang Rencana 

Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Kota 

Yogyakarta Tahun 2007-2011 

7. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor  617 Tahun 2007 Tentang Rencana 

Aksi Daerah  Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Daerah 

Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011 

8. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor  619 Tahun 2007 Tentang Rencana 

Aksi Daerah  Peningkatan Kualitas Lingkungan Kota Yogyakarta Tahun 

2007-2011  

9. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor  669  Tahun 2007 Tentang Rencana 

Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana Kota Yogyakarta Tahun 2007-

2011. 

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, Walikota (Herry Zudianto) 

membentuk tim antar satuan perangkat daerah atau pejabat dan Biro/Bagian 

Hukum sebagai sekretaris untuk dilakukan pembahasan pada prinsip tentang objek 

yang diatur, jangkauan dan arah pengaturan yang kemudian dikonsultasikan 

kepada Sekretaris Daerah untuk mendapatkan arahan dan dilaporkan lagi kepada 

Walikota untuk mendapatkan persetujuan rancangan peraturan daerah, yang 

kemudian diusulkan Walikota kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan dalam 

Prolegda. Dengan demikian kapasitas dan posisi Partai PAN dan Golkar sangat 
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kurang. Kedua partai ini tidak diajak untuk berkomunikasi terlebih dahulu 

mengenai berbagai Raperda sebelum Raperda tersebut dibawa ke Dewan. 

Tentunya kondisi semacam ini tentunya menempatkan Partai PAN dan Golkar 

mempunyai posisi yang sama dengan partai-partai yang lainnya. 

 Selain tidak adanya komunikasi awal antara Walikota dengan Partai PAN 

dan Golkar dalam tahapan penyiapan draf Rancangan Peraturan Daerah, 

tampaknya kinerja partai-partai tersebut yang diwakili Fraksi dalam DPRD Kota 

Yogyakarta terlihat belum menggunakan hak inisiatif untuk mengajukan 

Rancangan Peraturan Daerah guna mengimbangi Walikota. Padahal setiap 

anggota dewan mempunyai hak dan kewenangan untuk mengusulkan Parda dan 

untuk mengusulkan Perda tersebut persyaratannya mudah dan tidak berbelit-belit.  

Disini terlihat bahwa partai politik (PAN dan Golkar) terlihat “santai-santai” 

karena nanti Walikota pasti akan mengusulkan dan partai tinggal membahas dan 

mengesahkan. Dampak dari kondisi semacam ini akhirnya Perda-perda yang 

keluar tidak ada yang berkaitan dengan usaha untuk memberdayakan dan 

mengembangkan partisipasi masyarakat, karena partai politik adalah sebuah 

organisasi yang berfungsi sebagai sarana penyerap, penghimpun, dan penyalur 

aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. 

Disamping itu, partai juga memperjuangkan kepentingan konstituenya serta 

memberikan penjelasan mengenai keputusan-keputusan politik yang diambil 

pemerintah.  

Walaupun dalam bidang legislasi terjadi kekurang kondusiffan pada 

hubungan masing-masing lembaga (Walikota dengan koalisi partai pengusung) 
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namun disini tidak mempengaruhi pelaksanaan fungsi legislasi. semisal pada 

tahun 2009 telah berhasil disahkan 23 Peraturan daerah, 143 Peraturan walikota, 

837 keputusan Walikota dan 5 Instruktur Walikota dan tahun 2010 berhasil 

dengan 9 Peraturan Daerah, 100 Peraturan Walikota dan 788 Keputusan Walikota. 

Kesemua produk-produk legislasi daerah tersebut bermakna penting, karena untuk 

menentukan arah pembangunan dan dasar perumusan kebijakan publik daerah.  

Dari hasil uraian tersebut diatas bahwa proses pelaksanaan fungsi legislasi 

yang dijalankan oleh Fraksi PAN dan Golkar dalam DPRD Kota Yogyakarta 

dapat dikatakan belum berjalan secara optimal. Hal ini dapat terlihat dari 

rancangan peraturan daerah yang hampir kesemuanya datangnya dari pihak 

Walikota. Dengan demikian Fraksi PAN dan Golkar (DPRD) dalam 

penyelenggaraan tugas-tugas dan fungsi-fungsi kelegislatifannya sangat 

terpengaruhi oleh eksekutif (Walikota). 

 

2) Hubungan Dalam Konteks Anggaran  

Salah satu peran DPRD menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 

adalah fungsi penganggaran daerah. Dalam fungsi penganggaran, DPRD memiliki 

kewenangan untuk menyetujui atau menolak dan menetapkan RAPBD yang 

diajukan oleh pihak eksekutif menjadi APBD. Fungsi ini juga menempatkan 

anggota DPRD untuk selalu terlibat dalam siklus tahunan penganggaran daerah. 

Diawali dari proses pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA), pembahasan 

rancangan APBD yang diajukan oleh Kepala Daerah, sampai pelaksanaan dan 

pertanggungjawaban Perda tentang APBD. Seiring proses pelaksanaan APBD, 
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anggota DPRD juga berwenang melakukan pengawasan kinerja pemerintah 

daerah di dalam mendayagunakan sumberdaya APBD. 

Secara prosedural, APBD disusun bersama antara eksekutif (Walikota) dan 

legislatif (DPRD). Penyusunan rencana anggaran diawali dengan Walikota kota 

Yogyakarta mengirimkan surat edaran kepada satuan-satuan kerja atau dinas-

dinas. Setelah itu, dinas penghasilan menyusun rencana anggaran pendapatan 

yang kemudian disetorkan kepada bagian keuangan daerah. Penyusunan anggaran 

belanja rutin juga diawali dengan surat edaran yang ditujukan kepada seluruh 

satuan kerja yang kemudian diserahkan kepada bagian keuangan daerah.  

Proses pembahasan RAPBD menjadi APBD diawali dengan penyerahan 

RAPBD oleh Walikota kepada DPRD Kota Yogyakarta. Untuk selanjutnya dalam 

pembahasan dilakukan oleh Panitia Anggaran. Berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan 

Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan dalam; 

1) Pasal  52 (2) Panitia Anggaran terdiri atas Pimpinan DPRD, satu wakil dari 

setiap Komisi, dan utusan Fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota. 

Tugas dari Fraksi adalah memberikan pendapat Fraksi atas RAPBD yang 

disusulkan oleh Walikota. Komisi akan melakukan pembahasan anggaran 

dengan dinas/instansi terkait yang kemudian laporan hasil pembahasan tingkat 

komisi dikembalikan kedalam masing-masing Fraksi. 

2) Pasal 53 Panitia Anggaran mempunyai tugas : 

a) memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD 

kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan Rancangan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah selambat-lambatnya lima bulan sebelum 

ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 
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b) memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam 

mempersiapkan penetapan, perubahan, dan perhitungan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah sebelum ditetapkan dalam Rapat 

Paripurna; 

c) memberikan saran dan pendapat kepada DPRD mengenai pra rancangan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, perubahan, dan perhitungan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah disampaikan oleh Kepala 

Daerah; 

d) memberikan saran dan pendapat terhadap rancangan perhitungan anggaran 

yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD; 

e) menyusun anggaran belanja DPRD dan memberikan saran terhadap 

penyusunan anggaran belanja Sekretariat DPRD. 

 

Meskipun RAPBD selalu datang dari Walikota, hal ini adalah suatu kewajaran 

karena pihak eksekutif lebih mengetahui persoalan kebutuhan yang diperlukan 

untuk pembiayaan pembangunan. Walaupun demikian kedudukan DPRD tetaplah 

kuat. Karena keputusan dalam hal penetapan APBD terletak di tangan DPRD. 

Selama ini DPRD Kota Yogyakarta selalu mengesahkan RAPBD yang diajukan 

oleh Walikota dengan catatan diawali dengan proses komunikasi yang panjang 

dan cermat.  

Posisi Partai PAN dan Golkar selaku koalisi partai pengusung dalam 

konteks anggaran tidak jauh berbeda dengan partai non pemerintah. Kedua partai 

pengusung ini baru mengetahui draf RAPBD setelah pihak Walikota 

mengirimkannya ke sekretaris DPRD.  

Pengisolasian partisipasi Partai PAN dan Golkar dalam penyusunan draf 

RAPBD merupakan sebuah langkah kehati-hatian dari Walikota untuk mereduksi 

politik transaksional. Hal ini mengingat bahwa RAPBD adalah sebuah tahapan 

yang sensitif dan dikhawairkan akan menciptakan pemberitaan miring yang bisa 

berupa kolusi dalam bentuk pengesahan proyek-proyek tertentu mengingat proses 
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penyusunan perencanaan keuangan daerah sarat dengan kebocoran-kebocoran 

anggaran. Oleh karena itu pola penganggaran yang diterapkan oleh Herry 

Zudianto Walikota Yogyakarta basisnya berada di Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD). 

Indikasi keberhasilan otonomi daerah adalah terjadinya peningkatan 

pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, meningkatnya partisipasi publik dan 

adanya kesetaraan politik. Keadaan tersebut dapat dicapai apabila manajemen 

keuangan (anggaran) pemerintah dilakukan dengan baik.  

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 

179 menyebutkan bahwa “APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) 

merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun 

anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APBD 

sebagai salah satu  representasi adanya kehidupan demokrasi, harus benar-benar 

diperhatikan  kualitasnya karena penggunaan APBD menjadi alat ukur kualitas 

demokrasi suatu pemerintahan.  Dengan demikan APBD merupakan rencana kerja 

pemerintah daerah dalam bentuk satuan uang untuk kurun waktu satu tahun dan 

berorientasi pada tujuan kesejahteraan masyarakat.  

APBD memuat rancana keuangan yang diperoleh dan digunakan 

pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan tugas penyelenggaran pelayanan 

umum dalam satu tahun anggaran. Ada kecenderungan bahwa APBD Kota 

Yogyakarta tiap tahun mengalami kenaikan. Total APBD tahun 2007 sebesar Rp. 

685.700.212.297. APBD tahun 2008 sebesar Rp. 809.798.582.342. APBD tahun 

2009 Rp. 872.668.095.148 dan tahun 2010 sebesar Rp. 918.315.882.335. 
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Dari APBD setiap tahun itu, alokasi pengeluaran terbesar adalah untuk 

anggaran belanja pegawai. Sebagai contoh, struktur APBD tahun 2010 sebesar 

Rp. 918.315.882.335. dari total belanja daerah sebesar Rp. 917.054.170.180, pos 

terbesar adalah untuk belanja pegawai sebesar Rp. 484.733.466.469 (52,85%). 

Sedangkan untuk anggaran pendidikan Rp. 373.741.531.001, anggaran kesehatan 

107.865.123.580, anggaran lingkungan hidup Rp. 31.644.647.792, anggaran 

pekerjaan umum Rp. 34.175.861.757, anggaran pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak Rp. 2.229.644.724, anggaran sosial Rp. 10.889.566.406, dan 

anggaran kepemudaan dan olah raga Rp. 1.789.941.641. 

Besarnya  belanja  aparatur  yang  ada  dalam  belanja  publik,  hingga  

mencapai  lebih  dari  50%  dari  total anggaran belanja publik, menunjukan 

bahwa APBD Kota Yogyakarta masih berorientasi pada belanja dan masih 

menunjukan kecenderungan beorientasi kepada birokrasi. Dengan kata lain, 

komposisi yang tidak seimbang antara biaya pembangunan dengan biaya rutin 

memberikan dampak alokasi anggaran yang harusnya dimaksimalkan untuk 

pelayanan dasar masyarakat, tersedot cukup besar untuk aparatur, yang akibatnya 

mengurangi alokasi anggaran untuk pelayanan publik.  

Walaupun alokasi anggaran belanja hanya sekitar Rp. 432.320.703.711 

(48,15%) dari total belanja daerah namun terlihat mempunyai daya serap yang 

tinggi. Dalam hal pendidikan, pemerintah Kota Yogyakarta memberikan bantuan 

dana sebesar Rp.471.000.000 kepada 628 lembaga PAUD dan mengalokasikan 

Bantuan Opersaional Sekolah Daerah (BOSDA) negeri sebesar Rp. 

16.190.0775.000 untuk jenjang TK, SD, SMP, SMA dan SMK, sedang BOSDA 
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swasta sebesar Rp. 3.663.500.000 untuk jenjang yang sama. Dalam bidang 

kesehatan pemerintah berasil melayani Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) 

kepada 8.938 penduduk miskin, 37.997 rentan miskin, 11.307 defabel dan 

pengurus RT/RW, 3.301 pegawai tidak tetap dan guru tidak tetap. 

 

3) Hubungan Dalam Konteks Pengawasan  

DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah mempunyai peran 

penting dalam tata kelola pemerintahan di daerah. Para anggota DPRD, melalui 

partai politik, mewakili masyarakat sehingga harus berperan besar dalam 

mengupayakan demokrasi dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan 

efisien di daerahnya. Salah satu fungsi DPRD yang perlu diperkuat adalah fungsi 

pengawasan. Dibandingkan dengan fungsi legislasi dan fungsi penganggaran, 

fungsi pengawasan DPRD relatif  paling kurang berkembang, apalagi pengawasan 

terhadap pelayanan publik. Menguatnya fungsi pengawasan DPRD diyakini akan 

berdampak positif pada peningkatan kualitas pelayanan publik, baik dari aspek 

penyelenggaraan maupun produk layanan. 

Sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah, DPRD mempunyai 

beberapa tugas dan wewenang yang berkaitan dengan fungsi pengawasan sebagai 

berikut; 

1) Pasal 78 (3) UU 22/2003 dan pasal 42 (3) UU 32/2004: “Melaksanakan 

pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-

undangan lainnya,keputusan walikota/bupati, APBD, kebijakan pemerintah 
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daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama 

internasional.” 

2) Pasal 78 (6) UU 22/2003 dan pasal 42 (8): “Meminta laporan keterangan 

pertanggungjawaban bupati/walikota dalam pelaksanaan tugas desentralisasi”. 

Partai PAN dan Golar selaku koalisi partai pengusung pasangan tentunya 

memiliki tanggung jawab, moral, dan etika terhadap kinerja kadernya yang 

menduduki jabatan Walikota Kota Yogyakarta. Tanggung jawab itu salah satunya 

diterapkan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. fungsi pengawasan tersebut 

diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, 

peraturan daerah, Keputusan Kepala Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh 

Pemerintah Daerah. 

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Partai PAN dan Golkar 

melaksanakan fungsi pengawasan melalui dua mekanisme, yaitu: 

1) Pengawasan Individu 

Pengawasan secara individu merupakan pengawasan yang melekat sesuai 

dengan jabatannya sebagai wakil rakyat. Setiap individu anggota DPRD tidak 

seharusnya membatasi aktivitasnya pada Fraksi maupun komisi. Mereka secara 

individu dalam jabatannya sebagai wakil rakyat seharusnya lebih peka dan 

memiliki sense/instink pengawasan. Langkah yang dilakukan oleh anggota dewan 

(anggota Fraksi PAN dan Golkar)  dalam melakukan pengawasan,: 

• Melakukan diskusi-diskusi informal dengan masyarakat tentang isu-isu 

pelayanan publik. Diskusi-diskusi ini dilakukan mulai dari tingkat RT/RW sampai 

tingkat teratas (daerah konstituennya) 
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• Menggunakan jaringan media massa. Beberapa praktek pengawasan individual 

dengan menggunakan jaringan media massa telah dikembangkan oleh  anggota 

DPRD. Sebagai contoh gagasan Augusnur, S.H.,S.IP (Ketua Fraksi Golkar) yang 

mengkritisi pelaksanaan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD (Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang dimuat dalam majalah Aspirasi 

terbitan DPRD Edidi 13 tahun 2010. Akan tetapi penggunaan jaringan media 

massa luar/media massa lokal (Kedaulatan Rakyat, Harian Jogja, Tribun Jogja dll) 

sebagai salah satu bentuk pengawasan sangatlah minim atau bisa dikatakan tidak 

ada. Media yang digunakan menggunakan media yang diterbitkan oleh Sekretariat 

DPRD Kota Yogyakarta. 

 

2) Pengawasan oleh Fraksi melalui lembaga DPRD 

Fraksi sesungguhnya adalah perpanjangan tangan partai politik untuk 

mengkomunikasikan agenda atau kepentingan partai politik bersangkutan dalam 

institusi DPRD. Meski demikian, fraksi memiliki fungsi pengawasan terhadap 

kebijakan dan kinerja pelayanan publik yang hasilnya dapat disampaikan langsung 

melalui alat kelengkapan dewan dan atau induk partai masing-masing sebagai 

sikap politik. 

Pengawasan yang dilakukan di lembaga DPRD Kota Yogyakarta 

dilakukan melalui Fraksi. Fungsi pengawasan tersebut diwujudkan dalam bentuk 

berupa Rapat Paripurna, Rapat Kerja Rapat Dengar Pendapat, kunjungan kerja, 

pembentukan panitia khusus (Pansus) dan atau panitia  kerja (Panja). Rapat  

Paripurna yang merupakan  rapat  anggota  DPRD, dipimpin oleh Ketua atau 
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Wakil Ketua dan merupakan  forum tertinggi   dalam  melaksanakan   wewenang  

dan tugas  DPRD, antara lain untuk menyetujui Rancangan Peraturan Daerah 

menjadi Peraturan Daerah dan menetapkan Keputusan DPRD. Partai PAN dan 

Golkar melalui Fraksinya menggunakan forum Rapat Paripurna untuk melakukan 

pengawasan dengan menyampaikan pandangan umum dan pendapat akhir 

terhadap suatu Raperda, yang salah satunya adalah pandangan umum dan 

pendapat akhir terhadap Nota Keuangan RAPBD dan LKPJ (Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban) dari Walikota. Pandangan umum dan pendapat akhir adalah 

tanggapan yang disampaikan tiap-tiap Fraksi berupa saran dan harapan dari 

rancangan kebijakan yang diajukan oleh Walikota. 

Rapat kerja merupakan rapat antara DPRD/Panitia 

Anggaran/Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Khusus dengan Kepala Daerah atau 

pejabat yang ditunjuk. Sebagai contoh tanggal 9 November 2010 DPRD kota 

Yogyakarta mengundang Pemerintah Kota Yogyakarta dalam rapat kerja. Dalam 

rapat kerja tersebut dihadiri langsung Walikota Herry Zudianto, Wakil Walikota 

Hariyadi Sayuti dan jajaran kepala SKPD terkait. Dari DPRD Kota Yogyakarta 

dihadiri semua anggota dewan. Kegiatan rapat kerja tersebut bertujuan untuk 

mengetahui kesiapan pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka antisipasi 

bahaya lahar dingin di sungai Code.  

Bentuk pengawasan lainnya yang dilakukan oleh Fraksi dalam DPRD 

Kota Yogyakarta adalah pengawasan kepada Walikota yang dilakukan terhadap 

penyelenggaraan pelayanan publik secara keseluruhan dan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah pada umumnya. Bentuk pengawasan ini dilaksanakan setiap 
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tahun terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ). Dalam Pasal 27 

(2) UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa “Kepala Daerah 

mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan 

daerah kepada Pemerintah, dan memberikan Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat”. LKPJ memuat 

mengenai realisasi program dan kegiatan yang telah disepakati dalam arah 

kebijakan umum sampai dengan akhir tahun anggaran. 

Penyampaian LKPJ diawali dari penyampaian nota pengantar LKPJ yang 

disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta. Setelah itu DPRD 

melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan mengakomodasi masukan-

masukan yang disampaikan oleh warga masyarakat. Untuk selanjutnya 

pembahasan LKPJ Walikota dilakukan oleh Panitia Khusus, dengan mengundang 

pakar atau akademisi. Dan untuk LKPJ tahun anggaran 2010, Panitia Khusus 

(terdiri dari semua perwakilan Fraksi) memberikan catatan permasalahan dan 

rekomendasi di semua bidang (umum, urusan desentralisasi, sampai pariwisata 

dan perpustakaan) dan selanjutnya; 

1) Semua catatan permasalahan dan rekomendasi Panitia Khusus perlu 

ditindaklanjuti secara serius oleh Pemerintah Kota Yogyakarta 

2) DPRD Kota Yogyakarta perlu menjadikan catatan permasalahan dan 

rekomendasi ini sebagai acuan pembahasan anggaran berikutnya 

Dalam Undang-undang 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya 

pada Pasal 43 menyebutkan bahwa DPRD sesungguhnya memiliki hak legal yang 
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sewaktu-waktu dapat digunakan sebagai tindakan politik dalam mengukur kinerja 

pemerintah daerah. Bahkan tindakan politik tersebut bisa berimplikasi terhadap 

tindakan penegakan hukum. Hak legal tersebut adalah hak interplasi, hak angket 

dan hak untuk menyampaikan pendapat. Akan tetapi selama dua periode masa 

DPRD (2004-2009 dan 2009-sekarang), baik anggota atau pun Fraksi PAN dan 

Golkar belum pernah menggunakan hak tersebut. Tindak lanjut dari pengawasan 

baik secara perorangan maupun melalui Fraksi sekurang-kurang, terdapat lima 

tindakan/respon dari Walikota, yaitu: perbaikan pengorganisasian, perubahan 

alokasi APBD, perbaikan regulasi, dan mengusulkan Raperda.  

 

d. Strategi Walikota Membangun Dukungan Politik Dengan DPRD 

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Pasal 1 

ayat 2). Hasil proses pemilihan Walikota dan Wakil walikota Kota Yogyakarta 

tahun 2006 yang lalu, pasangan H. Herry Zudianto SE, Akt, MM dan Drs. H. 

Haryadi Suyuti, SH memperoleh suara sah sejumlah 111.700 suara, maka sesuai 

dengan Pasal 107 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 maka Komisi Pemilihan 

Umum Kota Yogyakarta menetapkan pasangan H. Herry Zudianto SE, Akt, MM 

dan Drs. H. Haryadi Suyuti, SH menjadi Walikota dan Wakil Walikota terpilih 

periode jabatan tahun 2006 sampai 2011. 
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Berdasarkan data dukungan pencalonan bahwa Walikota dan Wakil 

Walikota terpilih hanya didukung oleh 14 kursi atau 39 % dari jumlah kursi di 

DPRD Kota Yogyakarta periode 2004-2009 (35 Kursi) dan DPRD Kota 

Yogyakarta periode  2009-2011 (40 Kursi) hanya didukung oleh 10 Kursi (26 %) 

dan hasil perolehan suara sah juga hanya 111.700 (31,19 %) dari 358.064 hal ini 

menunjukan bahwa secara kuantitas legitimasi politik rendah dan dukungan 

politik di  parlemen juga sangat rendah.   

Kemenangan pasangan calon yang diusung oleh Partai PAN dan 

GOLKAR yang mempunyai jumlah 14 kursi atau 39 % di DPRD Kota 

Yogyakarta periode 2004-2009 (35 Kursi) dan 10 Kursi (26 %) periode 2009-

2011 (40 Kursi) sementara DPRD didominasi oleh PDI Perjuangan 11 kursi, PKS 

5 kursi, Partai Demokrat 4 Kursi dan PPP 1 kursi dengan pengajuan pasangan 

calon tidak terpilih (dr. Med. Dr. Widhiharto P, SpFK – H. M. Syukri fadholi, SH) 

, maka seluruhnya ada 17 kursi atau 48,57 % dari jumlah kursi di DPRD pada saat 

pencalonan.   

Pasangan Walikota dan Wakil Walikota terpilih menyadari betul kondisi 

kekuasaan ini dimana legislatif lebih didominasi oleh kekuatan partai politik yang 

dalam pencalonan tidak mendukung langsung pada Walikota dan Wakil Walikota. 

H.Herry Zudianto dan Drs. H. Haryadi Suyuti, SH mempunyai konsep bahwa 

tidak  mungkin  dapat bekerja sendiri untuk melaksanakan visi, misi dan program 

kerjanya, tanpa dukungan dari angota DPRD Kota Yogyakarta, maka cara, teknik 

atau strategi Walikota dan Wakil Walikota untuk mendapatkan dukungan politik 
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dalam rangka menjalankan roda pemerintahan adalah dengan komunikasi dan 

koordinasi. 

Dalam sistem pemerintahan daerah yang multi partai, partai-partai politik 

tentunya memiliki keterwakilan atau kursi di DPRD yang secara normatifnya pasti 

akan memperjuangkan aspirasi politiknya dari para konstituennya, disatu sisi 

lainnya Walikota (Kepala Daerah) karena dipilih langsung oleh rakyat maka juga 

akan memperjuangkan aspirasi rakyat. Oleh karena itu, komunikasi dan 

koordinasi ini menjadi sangat penting karena dapat dijadikan sarana untuk 

mengelola aspirasi politik dari partai partai politik (DPRD) dengan aspirasi 

pemilih dalam Pilkada (aspirasi yang masuk langsung kepada Pemerintah ).  

Komunikasi dan koordinasi adalah upaya dari Walikota Kota Yogyakarta 

guna membangun dukungan politik dengan DPRD. Adapun bentuk-bentuk 

komuniksi dan koordinasi politik antara lain:  

 

1. Memaksimalkan komunikasi dan koordinasi formal 

Berbagai bentuk komunikasi dan koordinasi formal tersebut dilakukan 

untuk perencanaan pembangunan yang melibatkan unsur eksekutif, legislatif , dan 

bahkan unsur masyarakat. Hal ini menunjukan bahwa proses politik atau 

demokrasi di Kota Yogyakarta berjalan baik dan tidak mengalami kebuntuhan. 

Dalam pelaksanaan komunikasi dan koordinasi formal setiap anggota DPRD 

melalui masing-masing komisi mempunyai kewenangan untuk mengadakan 

berbagai rapat dengan pihak Walikota atau melalui Dinas/Instansi terkait 

permasalahan yang sedang dan mungkin dihadapi.  
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Dalam berbagai bentuk komunikasi dan koordinasi formal (rapat-rapat), 

disinilah sesungguhnya berlangsung proses negosiasi dan konsensus terhadap 

program dan kegiatan serta besaran anggaran yang akan ditetapkan. Partai politik 

melalui fraksi akan memperjuangkan dan mengawal program kegiatan yang telah 

diajukan oleh konstituen untuk disingkronkan dengan program dari Walikota. 

Selama masa kepemimpinan H.Herry Zudianto sebagai Walikota Kota 

Yogyakarta dalam berbagai rapat belum pernah terjadi deadlock atau 

ketidaksetujuan terhadap Raperda/kebijakan yang diajukan oleh Walikota, hanya 

terjadi penundaan dikarenakan pembahasan di komisi dan atau fraksi yang  

belum tuntas. Selain itu, DPRD Kota Yogyakarta belum pernah menggunakan 

hak interpelasi; hak angket; dan hak menyatakan pendapat. Hal ini menunjukan 

bahwa dalam kepentingan politik antara partai politik (kepentingan konstituen) 

dan kepentingan rakyat di Kota Yogyakarta dapat cukup tertampung. 

 

2) Kegiatan melalui kunjungan/Tinjauan Bersama  

Dalam upaya membangun komunikasi politik antara Walikota dengan 

DPRD di Kota Yogyakarta selain beberapa program kerja/kegiatan pembuatan 

peraturan dan program pembangunan lainya ada program kunjungan kerja 

(kunker) yang dilakukan oleh pihak Walikota dan Wakil Walikota atau yang 

diwakili oleh Dinas/Instansi terkait dengan melibatkan unsur DPRD Kota 

Yogyakarta terutama dari unsur Komisi yang bersangkutan dan atau unsur 

pimpinan Dewan. 
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Contoh kunjungan kerja yang pernah dilakukan antara Walikota dengan 

DPRD salah satunya ketika meninjau Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

Tirtamarta yang membangun instalasi air minum siap minum di lokasi Pasar 

Satwa dan Tanaman Hias yang menghabiskan Rp. 30 Juta. Dalam kunjungan kerja 

ini dihadiri oleh Henri Kuncoroyekti (Ketua DPRD Kota Yogyakarta), Muspida 

dan Muspika Kec Mantrijeron.  

Langkah-langkah Walikota dalam merintis, memelihara dan menumbuh 

kembangkan komunikasi dan koordinasi adalah upaya untuk membangun 

dukungan politik dengan DPRD dan upaya pengelolaan politik dalam 

menjalankan roda pemerintahan di Kota Yogyakarta. Dalam melakukan 

komunikasi dan koordinasi terdapat sebuah tahapan/proses politik yaitu negosiasi. 

Negosiasi adalah mengelola dua atau lebih kepentingan sehingga mencapai 

kesepakatan  atau persetujuan.  

Dalam berjalannya sistem pemerintahan di Kota Yogyakarta pola 

hubungan antara Walikota selaku Kepala Daerah dengan DPRD Kota Yogyakarta 

terutama terhadap wewenang, tugas dan fungsi Kepala Daerah dengan DPRD 

dalam bidang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah, Persetujuan 

terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) dan fungsi 

pengawasan, selalu berusaha dilakukan proses negosiasi dalam rapat-rapat  

Komisi, Panitia, Pimpinan maupun dalam rapat paripurna. Negosiasi dilakukan 

untuk menjelasakan tujuan kegiatan yang ada, dengan segala potensi dan  

keterbatasan sumberdaya yang dimiliki dan dengan negosiasi tersebut perbedaan 

persepsi dapat dieliminir, sehingga kepentingan politik dari masing-masing partai 
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politik melalui fraksi dan anggota masing-masing dapat ternegosiasikan dengan 

perencanaan yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah, yang pada akhirnya dengan 

satu tujuan untuk kepentingan rakyat. Maka hasil kebijakan Pemerintah Daerah 

baik yang masuk dalam persetujuan dan pengesahan Peraturan Daerah maupun  

RAPBD khususnya adalah merupakan hasil negosiasi antara program yang 

direncanakan oleh Walikota selaku Pemerintah daerah dengan kepentingan-

kepentingan politik yang diemban oleh anggota-anggota DPRD dari masing-

masing partai politik. 

Dari hasil wawancara dengan Wakil Walikota serta Pimpinan dan Anggota 

DPRD Kota Yogyakarta terhadap arah kebijakan pemerintahan, pembangunan dan 

sosial kemasyarakatan Kota Yogyakarta menunjukan bahwa kesemuannya 

program dan kebijakan dalam menjalankan sistem pemerintahan harus dalam 

situasi kondusif demi kepentingan rakyat, sesuatu permasalahan harus didudukan 

pada konteksnya, mengeliminir sikap ego, masing-masing harus dapat 

menjalankan kewenangan, tugas dan kewajiban sesuai peraturan yang berlaku. 

Keberhasilan dalam berkomunikasi dari pihak pemerintah daerah dengan DPRD 

Kota Yogyakarta ternyata mampu meredam potensi konflik.  

 

3) Kepemimpinan 

Selain melalui strategi komunikasi dan koordinasi untuk memperoleh  

dukungan politik dari DPRD Kota Yogyakarta baik dalam perencanaan peraturan 

daerah, rencana anggaran pedapatan dan belanja daerah serta bentuk laporan 

keterangan pertanggungjawaban jalannya pemeritahan dalam satu tahun berjalan, 
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tipe/gaya kepemimpinan sangat mempengaruh hubungan/komunikasi antara 

Walikota dengan DPRD. Langkah pertama yang diambil Herry Zudianto saat 

terpilih menjadi walikota adalah mundur dari kepengurusan Partai Amanat 

Nasional (PAN). Langkah tersebut diambil karena Herry Zudianto ingin memiliki 

dan mewakili semua pihak, semua komponen politik dan semua strata sosial. 

Sikap dasar dan filosofi kepemimpinan mewakili dan dimiliki semua pihak biasa 

disebut wakaf politik (kekuasaan menjadi wakaf politik-menjadi pemimpin untuk 

semua).  

Konsep kekuasaan yang berupa wakaf politik yang diambil Herry 

Zudianto sampai sekarang masih menjadi perdebatan, terlebih dalam tubuh 

internal Partai PAN. Banyak pihak menganggap cara pandang, sikap dan 

keputusan yang mencerminkan filosofi kepemimpinan “wakaf politik” ini adalah 

hal yang aneh dan bahkan suatu sikap yang dianggap tidak loyal kepada partai. 

Akan tetapi terlepas dari perdebatan tersebut, Herry Zudianto dalam kurun 

jabatannya sebagai Walikota Yogyakarta periode pertama (2001 – sekarang) tidak 

kurang dari 522 penghargaan dan kejuaraan telah diperoleh Kota Yogyakarta baik 

tingkat nasional maupun propinsi. 

Menarik untuk ditelaah mengenai kepemimpinan Herry Zudianto untuk 

Kota Yogyakarta. Melalui program-program yang dijalankan selama ini, beliu 

telah sukses menciptakan budaya positif sebagai walikota pelayan masyarakat. 

Dengan menggunakan pendekatan transformasional (transformational 

leadership), Herry Zudianto telah mampu membangun posisi sebagai Walikota 

yang reformatif. Herry Zudianto telah mampu mendorong kinerja bawahannya 
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atau konstituennya untuk mencapai performansi yang diharapakan. Hal ini 

dikarenakan Herry Zudianto memiliki sifat transformasional yaitu karismatik dan 

inspirasional. Sampai sekarang gaya kepemimpinan tersebut bisa dipertahankan 

dikarenakan Herry Zudianto tidak mempunyai berbagai hutang-hutang politik. 

Semangat reformatif ini bisa terlihat dalam berbagai kebijakan yang telah 

dikeluarkan. Terkait reformasi birokrasi, Herry Zudianto mampu merubah 

sekaligus membangun budaya baru perilaku birokrasi dari jajaran pemerintah 

Kota Yogyakarta dengan memangkas proses birokrasi dan protokoler yang kurang 

kondusif. Hal ini terlihat dalam program pelayanan satu atap melalui 

pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) untuk segala bentuk 

perizinan (29 perizinan). Hal ini memberikan kemudahan masyarakat dalam 

pengurusan perizinan yang dibutuhkan.  

Di bidang pendidikan, pemerintah Kota Yogyakarta dibawah 

kepemimpinan Herry Zudianto telah mampu membebaskan biaya pendidikan  dan 

memberian kuota khusus bagi keluarga pemegang KMS (Kartu Menuju Sejahtera) 

bagi pelajar di wilayah Kota Yogyakarta untuk mengakses pendidikan yang lebih 

berkualitas. Program Sego Segawe (Sepeda kanggo Sekolah lan Nyambut Gawe) 

untuk menerjemahkan konsep hemat energi dan pengurangan emisi. 

Program lain yang menarik adalah penerapan konsep Kerjasama 

Pemerintah-Swasta (KPS-PPP : Public Private Partnership) sebagai bagian dari 

upaya optimalisasi aset Pemerintah Kota dalam pengadaan fasilitas layanan 

publik. Herry Zudianto, dengan pengalamannya sebagai businessman, mampu 

menjadi leader yang handal bagi tim KPS Pemerintah Kota Yogyakarta dalam 
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mengarahkan beberapa kerjasama dengan swasta. Salah satu yang paling 

fenomenal adalah pembangunan Taman Pintar yang menunjukkan concern 

menguatkan citra Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan. Taman Pintar 

Yogyakarta telah menjadi icon baru bagi kota Yogyakarta. Ada juga program 

relokasi dan peremajaan Pasar Kilithikan, Pasar Aneka Satwa dan Tanaman Hias, 

Jogja Fish Market yang dengan berbagai kendala dan tantangannya, sekarang 

telah tumbuh dan berkembang menjadi salah satu pusat perputaran ekonomi 

rakyat baru di Yogyakarta.  

Guna meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan atas dasar kesadaran 

bersama untuk mewujudkan masyarakat yang kuat dan sejahtera maka 

diluncurkan program SEGORO AMARTO (Semangat Gotong Royong Agawe 

Majune Ngayogyokarto). Tujuan utama dari program SEGORO AMARTO adalah 

untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan masyarakat serta mempercepat 

penurunan angka kemiskinan dengan penekanan utama perubahan nilai pada 

masyarakat.  

Selanjutnya dilihat dari sisi pribadi, Herry Zudianto memerankan Walikota 

sebagai Pelayan Masyarakat. Menjadi kebiasaan baru yang tidak lazim terjadi 

pada kalangan pejabat secara luas, Herry Zudinato telah membuka dirinya untuk 

akses yang seluas-luasnya bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai upaya 

pelibatan masyarakat luas dalam setiap kebijakan yang akan diambilnya. Hal ini 

diterapkan Herry Zudianto sebagai Walikota, rumah dinas Walikota dijadikan 

sebagai wadah apresiasi publik dengan segala bentuk aktifitasnya, mulai dari 

kegiatan budaya, olahraga sampai dengan tempat penyelenggaraan seminar dan 
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sarasehan. Pencitraan ini juga terdukung oleh peran Ibu Dyah Suminar sebagai 

First Lady Kota Yogyakarta yang mempopulerkan program Sapa Anak Kost. 

Sebuah program peduli generasi muda dari seorang „Ibu‟ dalam memperhatikan 

dan menyayangi „anak-anaknya‟ dengan memberikan kegiatan-kegiatan yang 

positif. Facebook sebagai media komunikasi (social-network) yang efektif 

kekinian juga tidak dikesampingkan. Herry Zudianto setiap saat selalu berusaha 

menuangkan pemikirannya maupun perkembangan yang terkait dengan Kota 

Yogyakarta melalui „status facebook-nya‟. Beliau juga membuka dialog langsung 

dengan warganya melalui „beranda facebook‟. Karena selalu aktual dan merespon 

hampir setiap komentar warganya yang masuk dalam „beranda maupun mail 

inbox‟ facebook-nya, dan dalam waktu singkat „friends‟ yang bergabung dalam 

facebook Herry Zudianto menembus angka 5000-an orang. Sebuah terobosan baru 

gaya kepemimpinan dalam memahami masyarakat. Dengan demikian sosok Herry 

Zudianto tidak lagi menjadi figur yang jauh dari jangkauan, tetapi justru menjadi 

pejabat yang sangat dekat dengan masyarakatnya.  

 

e. Konflik Politik Kota Yogyakarta 

Salah satu fenomena politik pasca Pilkada adalah adanya pemerintahan 

yang terbelah (divided government) di daerah. Keadaan ini terjadi ketika 

kekuasaan pemerintahan eksekutif (Kepala Daerah) dikuasai oleh suatu partai 

sementara kekuasaan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD) 

dikuasai oleh partai lain. Kondisi semacam ini didapati didalam pemerintahan 

Kota Yogyakarta. Walikota Herry Zudianto dan Haryadi Suyuti adalah pasangan 
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yang diusung oleh koalisi Partai PAN dan Golkar. Koalisi kedua partai ini 

memiliki 10 Kursi atau 25 % dari jumlah Kursi di DPRD Kota Yogyakarta 

sementara di DPRD Kota Yogyakarta dikuasahi oleh PDI Perjuangan, Partai 

Demokrat, PKS, PPP dan Gerindra. 

Pada pemerintahan yang terbelah (divided government) berpotensi terjadi 

konflik terutama apabila antara DPRD dan Kepala Daerah tidak sejalan. Baik 

dalam hal anggaran, pembuatan peraturan daerah hingga pengawasan berpotensi 

menciptakan konflik antara DPRD dengan Kepala Daerah. Jika pemerintah tidak 

didukung kekuatan mayoritas di legislatif, dikhawatirkan pemerintahan tidak 

lancar dan terjadi kemacetan dalam penyusunan kebijakan. Kalangan DPRD bisa 

terus menerus mempersoalkan kebijakan yang dibuat oleh Kepala Daerah. DPRD 

juga bisa tidak menyetujui anggaran (APBD) yang diajukan oleh Kepala Daerah, 

sehingga berbagai kebijakan yang telah dirancang oleh Kepala Daerah bisa 

terbengkalai. Jika Kepala Daerah tidak bisa menyelesaikan masalah dengan 

DPRD, pemerintahan akan terus menerus diwarnai oleh konflik berkepanjangan.  

Sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung, merupakan 

media pengembangan demokrasi, namun di sisi lain berpotensi bagi munculnya 

konflik kepentingan antar berbagai elemen masyarakat terutama antar elit lokal di 

daerah. Hampir semua Calon Walikota memiliki posisi yang penting dalam 

jabatan partai, jabatan politik, dan posisi penting dalam masyarakat. Menurut M. 

Risco Irawan (2006: 55) elit dalam konteks lokal dapat dikategorikan menjadi dua 

yaitu: (1) Elit politik lokal dan (2) elit non-politik lokal. Elit politik lokal adalah 

merupakan seseorang yang menduduki jabatan-jabatan politik di eksekutif dan 
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legislatif yang dipilih dalam proses politik lokal yang demokrasi. Kelompok yang 

termasuk dalam kategori ini adalah mereka yang menduduki jabatan politik di 

tingkat lokal yang membuat dan menjalankan kebijakan politik (Gubernur, 

Walikota, Ketua DPRD, anggota DPRD dan pimpinan partai politik). Elit non-

politik adalah seseorang yang menduduki jabatan-jabatan strategis dan 

mempunyai pengaruh untuk memerintah orang lain dalam lingkup masyarakat. 

Elit non-politik ini seperti: elit keagamaan, elit organisasi kemasyarakatan, 

kepemudaan, profesi dan lain sebagainya. 

 Tokoh elit politi lokal yang muncul sebagai kekuatan politik untuk 

berkompetisi dalam memperebutkan jabatan politik eksekutif sebagai Walikota 

Kota Yogyakarta pada proses Pilkada Kota Yogyakarta tahun 2006 adalah Herry 

Zudianto yang berpasangan dengan Haryadi Suyuti dan Widharto dengan Syukri 

Fadholi. Sedangkan kekuatan Partai Politik politik yang muncul sebagai partai 

pengusung calon Walikota pada pada proses Pilkada Kota Yogyakarta tahun 2006 

adalah: (1) Partai PAN; (2) Partai Golkar; (3) Partai Demokrasi Indonesia 

Perjuangan (PDIP); (4) Partai Keadilan Sejahtera (PKS); (5) Partai Demokrat 

(PD); dan (6) Partai Persatuan Pembangunan (PPP). 

Konflik dapat dilihat sebagai salah satu bentuk dan gambaran nyata 

dinamika politik lokal. Dari hasil penelitian ini ditemukan konflik politik tersebut 

muncul hampir disemua tahapan (persiapan, pelaksanaan, dan pasca) Pilkada Kota 

Yogyakarta 2006. 
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1. Konflik yang terjadi pada masa persiapan Pilkada 

Pada masa persiapan, belum terlihat ada konflik yang serius. Hanya saja 

terjadi beberapa kendala terkait dengan jadwal pelaksanaan Pilkada. Penundaan 

ini disebabkan oleh dua hal. Pertama, adanya bencana gempa bumi yang melanda 

Kota Yogyakarta dan sekitarnya. kedua, dalam penentuan pasangan calon 

Walikota, karena ada pasangan yang tidak memenuhi persyaratan (calon tunggal). 

Dengan adanya bencana gempa bumi dan permasalahan dalam penetuan pasangan 

calon maka KPUD Kota Yogyakarta sempat menunda pelaksanaan Pilkada dari 

rencana awal tanggal 16 Juli 2006, berganti tanggal 13 Agustus 2006 dan pada 

akhirnya pelaksanaan pemungutan suara dilakukan tanggal 26 November 2006. 

Penundaan jadwal pelaksanaan Pilkada, terkendala dengan nama pasangan 

calon yang akan maju dalam pemilihan Walikota. Pada tahap awal KPUD Kota 

Yogyakarta mempunyai tiga pasangan calon. Akan tetapi pada masa penelitian 

persyaratan administrasi dua pasangan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat 

yang disebabkan kurang lengkapnya syarat administratif, yakni pasangan calon 

yang diusulkan oleh KRY dan KMP sehingga dibutuhkan proses perbaikan. 

Sedangkan 1 (satu) pasangan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat karena 

salah satu partai yang tergabung dalam KJB (DPC Demokrat versi Setya Wibrata) 

dinyatakan tidak sah oleh DPP Demokrat. Dengan demikian aspek legalitas yang 

tidak terpenuhi berimplikasi pada syarat minimal pengusulan pasangan calon 

yakni 15% suara atau kursi. Dengan demikian hanya terdapat 1 (satu) pasangan 

calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Walikota dan Wakil 

Walikota Yogyakarta, sehingga penetapan pasangan calon tidak dapat 
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dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selanjutnya tahapan 

pencalonan mengalami kebuntuan sehingga muncul penundaan Pilkada.  

Tabel 24. 

Nama Pasangan Calon Walikota Pilkada Kota Yogyakarta 2006 Tahap Pertama 

No. Nama Pasangan 

Calon 

Partai Politik atau Gabungan Partai 

Politik Yang Mengajukan 

Prosentase 

Suara Sah 

1. Herry Zudianto 

dan Haryadi 

Suyuti 

PAN, Partai Golkar, dan Partai 

Demokrat (Koalisi Rakyat Jogja) 

42,30 % 

2. Nurcahyo dan 

Syukri Fadholi 

PDIP, PPP dan PKS (Koalisi Merah 

Putih) 

 

43,44 % 

3. Endang 

Dharmawan dan 

F. Setya Wibrata 

Partai Demokrat, PBB, PBR, Partai 

Merdeka, PKPB, PPDI, PSI, PKB 

(Koalisi Jogja Bersatu) 

15,91% 

Sumber: KPUD Kota Yogyakarta 2011 

Setelah diberi ruang selama 4 minggu sebagai penambahan waktu proses 

perbaikan dalam tahapan pencalonan, pasangan calon yang diusulkan oleh KMP 

tidak juga mengembalikan berkas, KPUD melanjutkan penelitian ulang yang 

hasilnya pasangan calon yang diusulkan KRY yaitu Herry Zudianto dan Haryadi 

Suyuti dinyatakan memenuhi syarat. Sedangkan pasangan calon Ir. Nurcahyo R. 

Honggowongso dan H.M. Syukri Fadholi, SH yang diusulkan oleh KMP 

dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah. 

Dengan demikian dalam Pilkada Kota Yogyakarta hanya akan diikuti oleh 

satu pasangan calon. Dalam proses pencalonan pasca calon tunggal, KMP 

melakukan perubahan peta komposisi pasangan calon. Jika semula Ir. Nurcahyo 

R. Honggowongso dan H.M. Syukri Fadholi berpasangan berubah menjadi calon 
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Walikota Dr. Med. dr. H. Widharto, PH, SPFK dan calon Wakil Walikota H.M. 

Syukri Fadholi. Sementara pasangan calon yang diusulkan KRY tidak mengalami 

perubahan. Dalam masa penelitian tahap pertama beberapa persyaratan 

administrasi khususnya pasangan calon dari KMP masih belum lengkap. Namun 

dalam proses perbaikan hingga penelitian ulang seluruh persyaratan dilengkapi 

dan dinyatakan memenuhi syarat. Akhirnya kedua pasangan calon ditetapkan 

pasangan calon sebagai peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 

Yogyakarta dengan Keputusan KPUD Nomor 34/Kep./Tahun 2006. 

 

2. Konflik-konflik yang terjadi pada tahap pelaksanaan Pilkada 

Pada tahap pelaksanaan Pilkada Kota Yogyakarta, yang melatarbelakangi 

terjadinya konflik banyak disebabkan adanya pelanggaran dan tindakan 

menyimpang pada masa kampanye. Adapun pelanggaran pada masa kampanye 

sebagai berikut: 

a) Penyobekan dan pengrusakan tanda gambar calon di Umbulharjo dan 

Mantrijeron; 

b) Indikasi money politic oleh pasangan calon di Kecamatan Pukualaman; 

c) Pemasangan alat peraga di tempat pendidikan (SD Lempuyangwangi); 

d) Pemasangan bendera dan umbul-umbul parpol di berbagai sudut Kota 

Yogyakarta; 

e) Penggunaan alat peraga parpol dalam kegaiatan kampanye rapat umum dan 

pertemuan terbatas; 

f) Pemasangan alat kampanye tanpa izin di lokasi milik perorangan; 
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g) Aksi walk out Koalisi Merah Putih (KMP) ketika penetapan hasil 

penghitungan suara Pilkada Kota Yogyakarta dalam Sidang Pleno KPUD Kota 

Yogyakarta. 

Dari 6 temuan kasus indikasi pelanggaran kampanye, hanya kasus pemasangan 

alat peraga kampanye di tempat pendidikan (SD Lempunyangwangi Kecamatan 

Danurejan) oleh pasangan Widartho & Syukri yang ditindaklajuti dari sisi 

administratif oleh Panwas kepada KPUD. Namun penyampaian surat oleh Panwas 

tertanggal 21 November 2006 diterima oleh KPUD pada hari terakhir kampanye 

(tanggal 22 November 2006 sore hari). KPUD tidak dapat menindaklanjuti dengan 

pemberian sanksi administratif kepada pasangan calon, karena kampanye telah 

berakhir. Jenis sanksi yang dapat diberikan kepada pasangan calon tersebut hanya 

berupa bentuk peringatan tertulis. 

 

3. Konflik-Konflik yang terjadi pada Pasca Pilkada 

Lembaga Survei Indonesia (LSI) menemukan ada empat relasi kekuasaan 

pasca Pilkada yang kerap kali menjadi penyebab terjadinya konflik politik 

206olem (Kajian Bulanan LSI. Edisi 7. November 2007). Pertama, keretakan 

internal terjadi ketika kedua pasangan tidak lagi harmonis. Kedua, keretakan 

eksternal terjadi ketika kedua pasangan tersebut atau salah satunya mengalami 

ketegangan dan konflik dengan pimpinan DPRD atau pihak DPRD. Ketiga, 

keretakan vertical terjadi ketika kedua pasangan tersebut mengalami ketegangan 

dan konflik dengan pimpinan birokrasi dan strukur birokrasi disemua lapisan. 
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Keempat, keretakan horizontal terjadi ketika kedua pasangan tersebut atau salah 

satunya terus-menerus mendapatkan desakan mundur oleh publik. 

Dari keempat relasi kekuasaan pasca Pilkada yang ditawarkan oleh LSI, 

dinamika politik di Kota Yogyakarta periode 2006-2011 bisa dikatakan senyap 

konflik. Secara umum hubungan antar sesama elit politik lokal dan dengan elit 

non politik lokal tergolong harmonis. Walaupun tata kelola pemerintahan Kota 

Yogyakarta senyap dari konflik, percikan-percikan konflik terkadang muncul 

sejalan dengan prosees pembuatan kebijakan publik. Diantara konflik dan 

resolusinya setidaknya dapat diringkas sebagai berikut: 
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Tabel 25 

Konflik dalam Pemerintahan Kota Yogyakarta 

 
No Pihak Elit Lokal yang 

Berkonflik 

Kasus Resolusi Konflik 

1. Walikota dengan DPRD Konflik lisan dalam 

bentuk debat, polemik 

dan perbedaan pendapat 

dalam proses 

pembuatan kebijakan 

publik 

Konsolidasi (dimana Walikota 

dengan DPRD berdiskusi dan 

berdebat secara terbuka dan 

mendalam untuk mencapai 

kesepakatan tanpa ada yang 

memaksa kehendak. 

 

2. Walikota dengan DPRD Polemik kepergian 

Walikota ke Jepang dan 

Korea  

(28 Mei 2008) 

Ketua DPRD Kota Jogja meminta 

Walikota secepatnya melaporkan 

dan menindaklanjuti hasil 

pertemuan di Korea dan Jepang. 

 

3. Walikota dengan DPRD 

Komisi D 

DPRD menilai 

pemerintah terlambat 

melaksanakan program 

jaminan persalinan 

dibanding kabupaten 

lain di Provinsi DIY.  

Berdasarkan peraturan 

daerah Nomor 3/2010, 

retribusi pelayanan 

persalinan normal di 

Puskesmas adalah 

Rp523.000, sedangkan 

klaim dari Jampersal 

hanya ditetapkan 

Rp350.000. 

Pemerintah Kota Yogyakarta 

tengah membuat Peraturan 

Walikota untuk mengatasi 

perbedaan besaran antara retribusi 

persalinan normal di Puskesmas 

dan biaya yang ditanggung 

Jampersal. 

4. Walikota dengan pedagang  

(Aliansi Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM) Jogja) 

dan PDIP 

Relokasi Pasar Klitian  Mereka yang menolak relokasi 

mengajukan gugatan yang 

ditujukan kepada Walikota 

Yogyakarta di Pengadilan Tata 

Usaha Negara (PTUN) 

Yogyakarta. Gugatan tersebut 

berisi tentang menolak adanya 

relokasi, menolak Peraturan 

Walikota (Perwali) Nomor 45 

Tahun 2007 tentang Peraturan 

Pelaksana Perda PKL (tidak 

dilanjutkan) 

 Walikota akan 

mempromosikan Pasar 

Klithikan Pakuncen dan 

menjadikan sebagai paket 

wisata  serta ikon Yogyakarta 

 DPRD Kota Yogyakarta 

menjadi mediator antara pihak 

pemerintah dengan pedagang. 

Sumber: Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi 
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Dibalik beragamnya hubungan kekuasaan yang berpotensial memunculkan 

konflik pasca Pilkada, diantara para elit-elit politik Kota Yogyakarta mampu 

berkonsolidasi sebagai upaya untuk merespon ketegangan dan konflik yang ada. 

Konflik politik seputar tata pelaksanaan pemerintahan Kota Yogyakarta dapat 

dikatakan sebagai konflik politik yang bersifat positif. Karena konflik-konflik 

yang terjadi tidak mengancam eksistensi sistem politik, dan cara resolusi konflik 

juga diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian konflik yang disepakati 

bersama. Dan juga konflik yang ada masuk dalam kategori konflik lisan. Konflik 

yang terjadi lebih pada konflik berupa perbedaan, beda pendapat dan perang kata-

kata. Konflik lisan tersebut juga tidak mengerucut menjadi konflik fisik, liar dan 

terbuka dengan menggunakan kekerasan dan saling memusuhi sehingga terjadi 

kontak fisik. 

 

 


